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MOTTO 
 
 ََشذ ٍَع ًجَش ََِٰجذ ٌَ َُٕكذ ٌَأ َٰٓ َِّلَإ ِمِط ََٰثۡنِٱت ىَُكُ ۡٛ َت ىَُكن ََٰٕ َۡيأ ْا َٰٕٓ ُهُكَۡأذ َلَ ْإَُُياَء ٍَ ِٚزَّنٱ َا َُّٓٚأ
َٰٓ ََٰٚ ٌَ اَك َ َّللَّٱ ٌَّ ِإ ۡۚۡىُكَُسفََأ ْا َٰٕٓ ُُهرَۡمذ َلَ َٔ  ۡۚۡىُكُ ِّي ٖضا
ا ًٗ ِٛحَس ۡىُِكت ٕ٢ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” 
  
(Qs. An-Nisa: 29) 
 
 
 
 ْإ ًُ ُكَۡحذ ٌَأ ِطاَُّنٱ ٍَ ۡٛ َت ُىر ًۡ َكَح اَِرإ َٔ  َآِه ْۡ َأ َٰٓ َٰٗ َِنإ ِد ََُٰ َََٰيۡلۡٱ ْأ ُّدَُؤذ ٌَأ ۡىُكُشُيَۡأٚ َ َّللَّٱ ٌَّ ِإ۞ ٌَّ ِإ َٓۗۦٰٓ ِّ ِت ىُُكظَِعٚ ا ًَّ ِِعَ َ َّللَّٱ ٌَّ ِإ ِۡۚلۡذَعۡنِٱت
 اٗشَِٛصت ا ََۢعٛ ًِ َس ٌَ اَك َ َّللَّٱ٨٥ 
Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 
 
(Surat An-Nisa: 58) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
خ Ta T Te 
ز Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
 ix 
 
ر Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
س Ra R Er 
ص Zai Z Zet 
ط Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ن Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
ٔ Wau W We 
 x 
 
ِ Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
٘ Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 ( ِـــــ) Kasrah I I 
  ( ُ ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةرك Kataba 
2. شكر Żukira 
3. ةْزٚ Yażhabu 
 xi 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ٖ...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ٔ...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فٛك Kaifa 
2. لٕح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
٘...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
٘...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
 xii 
 
ٔ...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لال Qāla 
2. مٛل Qīla 
3. لٕمٚ Yaqūlu 
4. ٙيس Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : Ta Marbutah hidup 
atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah  transliterasinya 
adalah /t/. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta 
Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلۡا حضٔس Rauḍah al-aṭfāl  
2. ححهط Ṭalḥah 
 xiii 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اُّتس Rabbanā 
2. لّضَ Nazzala 
 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang  
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti 
leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di 
depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan kata sambung. 
 
 
 xiv 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّشنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir 
kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan 
Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. ٌٔزخأذ Taꞌkhuzūna 
3. ؤُنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. 
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf  
kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
 xv 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf 
kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لٕسسلَإ ذحًي ائ Wa mā Muammadun illā rasūl 
 ًٍٛناعنا بس للَّذًحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ٍٛلصاشناشٛخ ٕٓن الله ٌإٔ 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ٌاضًٛنأ مٛكنا إفٔأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRACT 
 
NUR HALIMAH, NIM: 152.111.196, "DISTRIBUTION OF NONCASH FOOD 
ASSISTANCE (BPNT) IN POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW 
PERSPECTIVE (Case Study in Gempolan Hamlet RT.17 Tegaldowo Village, 
Gemolong District, Sragen Regency)”. 
  
Republic of Indonesia Minister of Social Affairs Regulation No. 11 of 2018 
concerning Distribution of Noncash Food Assistance explained that the recipients of 
Noncash Food Aid are beneficiary families or poor families, but in reality in some 
regions there are still people who are able to get the assistance. Whereas in Islamic 
Economics requires that an item is distributed to those who are entitled to receive it. 
Because without distribution to those entitled to receive it, an item cannot be enjoyed 
by those entitled to receive it. If there is an uneven distribution of wealth, this will 
lead to individual and social conflicts. The unequal distribution of wealth will have an 
impact on poverty and increase crime. 
 
Based on the objectives to be achieved and the type of data needed, this study 
uses a qualitative research case study. Meanwhile the Case Study research is a 
research strategy in which researchers carefully investigate a program, event, activity, 
process, or group of individuals. 
 
The distribution of Noncash Food Assistance (BPNT) which is not well 
targeted to the people of Gempolan Hamlet RT.17 is not in accordance with the 
Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 11 
of 2018 concerning Distribution of Noncash Food Aid. Where there are still people 
who are able to get the assistance. The distribution of Non-cash Food Aid in 
Gempolan Hamlet RT.17 is not in line with the distribution principle according to 
Islamic law, the reason can be seen from the aspect of distribution that the Noncash 
Food Aid distribution is not in accordance with the principle of fairness in 
distribution. 
 
Keywords: Noncash Food Assistance, Poverty, Positive Law and Islamic Law 
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ABSTRAK 
 
NUR HALIMAH, NIM: 152.111.196, "PENDISTRIBUSIAN BANTUAN 
PANGAN NONTUNAI (BPNT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF 
DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Gempolan RT.17 Desa 
Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen)”. 
 
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran 
Bantuan Pangan Nontunai dijelaskan bahwa penerima Bantuan Pangan Nontunai 
yaitu keluarga Penerima Manfaat atau keluarga miskin, namun kenyataannya di 
sebagian wilayah masih adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan 
tersebut. Sedangkan dalam ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang 
didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimannya. Karena tanpa 
pembagian kepada yang berhak menerimannya, suatu barang tidak akan bisa 
dinikmati oleh yang berhak menerima itu. Apabila terjadi ketidak merataan distribusi 
kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial. 
Distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan 
meningkatkan kriminalitas. 
 
Berdasarkan tujuan yang hendak di capai dan jenis data yang diperlukan maka 
penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yang bersifat Kualitatif Studi Kasus. 
Sementara itu penelitian Studi Kasus merupakan strategi penelitian dimana 
didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, 
proses, atau sekelompok individu. 
 
Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang kurang tepat sasaran 
kepada masyarakat Dusun Gempolan RT.17 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 
Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. 
Dimana masih adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan tersebut. 
Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai di Dusun Gempolan RT.17 tidak sejalan 
dengan prinsip pendistribusian menurut hukum Islam, alasannya dapat dilihat dari 
aspek distribusi bahwa distribusi Bantuan Pangan Nontunai tersebut tidak sesuai 
dengan prinsip keadilan dalam distribusi. 
 
Kata Kunci: Bantuan Pangan Nontunai, Kemiskinan, Hukum Positif dan 
Hukum Isla 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-
tengah masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.
1
 Berbagai 
teori dan pengembangan terus menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah 
ini. Krisis telah membawa Indonesia pada peningkatan angka kemiskinan terutama 
sebagai efek dari gejolak krisis moneter. Dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 33 
ayat (3) menjelaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat”, serta pasal 34 yang menyebutkan bahwa “fakir miskin dan 
anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.2  
Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, maka pemerintah 
menggulirkan berbagai kebijakan yaitu salah satunya adalah Program Bantuan 
Pangan Nontunai (BPNT). Pemerintah meluncurkan program bantuan terbaru 
bertajuk Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang merupakan transformasi dari 
Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra).  
                                                          
1
Muhtar dan Indah Huruswati,, “Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan di 
Sragen,”  Sosio Konsepsia, Vol. 5 Nomor 01, 2015, hlm. 278. 
2
 Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh, Pasal 33 ayat (3) dan 34. 
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Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang, atau jasa kepada seseorang, 
keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap 
risiko sosial.
3
 Bantuan Pangan Nontunai yang disingkat BPNT adalah Bantuan 
Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada 
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui rekening bank 
selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.
4
 
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Dusun Gempolan mulai muncul pada bulan 
Oktober tahun 2018, bantuan ini dikeluarkan setiap satu bulan sekali. 
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi beban 
pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai 
(BPNT) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan memberikan bahan 
pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, 
dan tepat administrasi. Manfaat Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yaitu salah 
satunya untuk meningkatnya ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sekaligus sebagai mekanisme 
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Peserta Bantuan Pangan 
Nontunai (BPNT) dipersyaratkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 
yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
5
  
                                                          
3
 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai,  hlm. 3. 
4
 Ibid. 
5
 Ibid.., hlm. 4-5. 
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Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari 
produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan di mana barang atau jasa 
tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah 
(utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga 
faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu 
lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi dan aktivitas yang menyalurkan 
arus fisik barang. 
Ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang didistribusikan kepada 
pihak-pihak yang berhak menerimannya. Karena tanpa pembagian kepada yang 
berhak menerimannya, suatu barang tidak akan bisa dinikmati oleh yang berhak 
menerima itu. Ekonomi Islam memiliki kebijakan dalam distribusi pemasukan, 
baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan 
kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial 
yang diatur dalam ajaran Islam. Islam menggariskan bahwa dalam harta pribadi 
terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan dan ini tidak dikenal dalam 
ekonomi konvensional.
6
 Sebagaimana firman Allah: 
 
 ِؤُشۡح ًَ ۡنٱ َٔ  ِِمئَٰٓا َّسهِّن ّّٞكَح ۡىِٓ ِن ََٰٕ َۡيأ َٰٙٓ ِف َٔٔ٢  
 
Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 
meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”(QS. Adh-Dhariyat:19)7 
                                                          
6
 Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Depok: Kencana, Edisi 
Pertama, 2015), hlm.130-131. 
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashih 
Mushaf Al-Qur‟an, 2002), hlm. 522. 
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Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam yang memiliki harta tidak 
selayaknya menggunakan harta itu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semata, 
sebab di dalam harta itu terdapat hak masyarakat. Bagi umat Islam yang berharta 
ada kewajiban untuk mendistribusikan harta itu kepada orang lain, khususnya 
mereka yang berkekurangan. Dalam ayat lain, Allah berfirman: 
 اًشِٚزَۡثذ ۡس َِّزُثذ َلَ َٔ  ِمِٛث َّسنٱ ٍَ ۡتٱ َٔ  ٍَ ِٛكۡس ًِ ۡنٱ َٔ  ۥُ َّّمَح َٰٗ َتُۡشمۡنٱ اَر ِخاَء َٕٔ٢  ٌَ اَك َٔ  ٍِِۖ ِٛط ََٰٛ َّشنٱ ٌَ ََٰٕ ِۡخإ ْا َٰٕٓ َُاَك ٍَ ِٚس َِّزث ًُ ۡنٱ ٌَّ ِإ
 اٗسُٕفَك ِّۦِّتَِشن ٍُ ََٰط ۡٛ َّشنٱٕ٢  
 
Artinya:“Dan sesungguhnya kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah 
kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-
pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar 
kepada Tuhannya.”(QS. Al-Isra: 26-27)8 
 
Mekanisme pembagian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Desa 
Tegaldowo khususnya di Dusun Gempolan RT.17, dilakukan dengan prosedur e-
warong yaitu warong Ibu Erna sebagai tempat pembelian barang. Pembelian 
Barang  dilaksanakan setelah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima 
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) senilai Rp 110.000,00. Bantuan Pangan 
Nontunai (BPNT) tidak dapat diambil secara tunai, dan hanya dapat digunakan 
untuk pembelian bahan pangan yang telah ditentukan yaitu seperti beras dan telur 
dengan menggunakan Kartu Kombo di e-warong.
9
 Kartu Kombo adalah instrumen 
pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat 
                                                          
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan..., hlm. 285. 
9
 Mujiyanto, Bayan, Wawancara Pribadi, 27 Januari 2019,  jam 14.30-15.00 WIB. 
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digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial, termasuk kartu 
keluarga sejahtera.
10
 Sedangkan e-warong adalah agen bank, pedagang atau pihak 
lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat 
penarikan atau pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama 
bank penyalur yaitu bank BNI. Pembelian barang oleh Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di e-warong menggunakan 
dana rekening e-wallet Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan 
Nontunai (BPNT). 
Masalahnya adalah masih adanya masyarakat yang mampu mendapatkan 
Bantuan Pangan Nontunai dengan kisaran 50%, sedangkan dalam Peraturan 
Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai dijelaskan bahwa yang berhak menerima bantuan tersebut yaitu 
Keluarga Penerima Manfaat atau keluarga miskin saja. Seperti kasus di 
Majalengka, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Gandana Purwana 
membenarkan banyaknya keluarga sejahtera yang masih mendapatkan bantuan 
Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). 11 
Sehingga dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 
bagaimana praktik pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Dusun 
                                                          
10
 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai,  hlm. 4. 
11
 “Gunakan Data 2015 Banyak Penerima PKH dan BPNT Kini Salah Sasaran, Tim Pikiran 
Rakyat”. 14 Maret 2019. 
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Gempolan RT.17 karena dikhawatirkan akan terjadinya ketidak merataan dan 
ketidak adilan dalam proses pendistribusiannya.   
Sedangkan dalam Islam dijelaskan bahwa tidak boleh diantara sesama 
saling memakan harta dengan jalan yang batil dan dalam Ekonomi Islam 
dijelaskan adanya prinsip pendistribusian yaitu salah satunya prinsip keadilan dan 
pemerataan. Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap 
kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi.
12
 Pelaksanaan distribusi bertujuan 
untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Apabila terjadi 
ketidak merataan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya 
konflik individu maupun sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi 
pendapatan adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan 
menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim dan mengikis 
sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman 
masyarakat dapat direalisasikan, karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan 
berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas.
13
 
Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan meneliti lebih 
jauh terkait Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Dusun 
Gempolan RT.17 Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Alas 
an peneliti memilih Dusun Gempolan RT.17 sebagai studi kasus yaitu karena 
                                                          
12
 Idri, Hadis Ekonomi…, hlm. 150. 
13
Rozalinda, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2014), hlm.141. 
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Dusun Gempolan RT.17 merupakan dusun yang paling banyak menerima Bantuan 
Pangan Nontunai (BPNT) dibandingkan dengan Dusun-dusun yang lain di Desa 
Tegaldowo. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “PENDISTRIBUSIAN 
BANTUAN PANGAN NONTUNAI (BPNT) DALAM PERSPEKTIF 
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi kasus di Dusun Gempolan 
RT.17 Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen)”. 
 
B. Rumusan Masalah  
Berpedoman dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut:  
1. Bagaimana Praktik Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di 
Dusun Gempolan RT.17 Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten 
Sragen menurut Perspektif Hukum Positif? 
2. Bagaimana Praktik Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di 
Dusun Gempolan RT.17 Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten 
Sragen menurut Perspektif Hukum Islam?  
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C. Tujuan  
Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian yaitu : 
1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Pendistribusian Bantuan Pangan 
Nontunai (BPNT) di Dusun Gempolan RT.17 Desa Tegaldowo Kecamatan 
Gemolong Kabupaten Sragen menurut Perspektif Hukum Positif. 
2. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Pendistribusian Bantuan Pangan 
Nontunai (BPNT) di Dusun Gempolan RT.17 Desa Tegaldowo Kecamatan 
Gemolong Kabupaten Sragen menurut Perspektif  Hukum Islam. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis, untuk dapat memberikan informasi tentang Pendistribusian 
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Positif dan  
Hukum Islam. 
2. Secara praktis, untuk dapat dijadikan bahan pelajaran, referensi atau tambahan 
informasi bagi masyarakat tentang Praktik Pendistribusian Bantuan Pangan 
Nontunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. 
 
E. Kerangka Teori 
Bantuan Pangan Nontunai yang disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial 
yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga 
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Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya 
digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.
14
 Penerima 
program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) yang masuk dalam kategori sangat miskin termasuk penerima Program 
Keluarga Harapan (PKH) dan kategori miskin (nonPKH).
15
 
Tujuan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yaitu antara lain:  
1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan 
Pangan Nontunai (BPNT) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. 
2. Memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada 
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). 
3. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, 
tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.  
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dalam memenuhi 
kebutuhan pangan.
16
 
 
 
 
 
                                                          
14
 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai,  hlm. 3. 
15
 Benny Rachman, dkk, “Efektifitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera 
(Rasta) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT),” Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 16 Nomor 
1, Juni 2018, hlm. 5. 
16
 Ibid..., hlm. 4. 
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Manfaat Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yaitu antara lain:   
1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan 
sosial dan penanggulangan kemiskinan. 
2. Meningkatnya transaksi nontunai. 
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.  
4. Meningkatnya efisiensi penyaluran Bantuan Sosial.  
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil 
di bidang perdagangan. 
17
 
Kriteria dan persyaratan penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yaitu 
antara lain:  
1. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) disalurkan di lokasi dengan kriteria:  
a. Tersambung dengan jaringan internet. 
b. Terdapat e-warong.  
c. E-warong sebagai penyalur Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dibentuk 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Peserta Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dipersyaratkan sebagai: 
a. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercantum dalam Data Terpadu 
Program Penanganan Fakir Miskin.  
                                                          
17
 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai, hlm. 4. 
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b. Yang tergolong peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan 
Nontunai (BPNT) yaitu kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, 
atau rentan terhadap risiko sosial, diutamakan berasal dari peserta Program 
Keluarga Harapan.
18
 
Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pedapatan. Keadilan 
distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam 
untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata 
pertumbuhan riil. Keadilan dalam distribusi ekonomi yang berada dalam bingkai 
etika dan norma-norma Islam. Sesungguhnya kebebasan yang tidak terbatas 
sebagaimana dianut ekonomi kapitalis akan mengakibatkan ketidakserasian antara 
pertumbuhan produksi dengan hak-hak orang-orang yang tidak mampu dalam 
ekonomi sehingga mempertajam jurang pemisah antara orang-orang kaya dan 
orang-orang miskin yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial.  
Islam menegaskan bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat hak yang 
harus didistribusikan kepada orang-orang miskin, sehingga harta itu tidak hanya 
dinikmati oleh orang-orang kaya sementara orang-orang miskin hidup dalam 
kekurangan dan penderitaan. Sebagaimana firman Allah: 
ٱ َٔ  َٰٗ ًَ
َََٰرٛۡنٱ َٔ  َٰٗ َتُۡشمۡنٱ ِِ٘زن َٔ  ِلُٕس َّشِهن َٔ  ِّ َِّهَهف َٰٖ َُشمۡنٱ ِم ْۡ َأ ٍۡ ِي ِِّۦنُٕسَس َٰٗ َهَع ُ َّللَّٱ َءََٰٓاَفأ َٰٓا َّي َلَ ۡٙ َك ِمِٛث َّسنٱ ٍِ ۡتٱ َٔ  ٍِ ِٛك ََٰس ًَ ۡن
 َٔ  ُُِٔزَُخف ُلُٕس َّشنٱ ُىُك ََٰىذاَء َٰٓاَي َٔ  ۡۚۡىُكُِي ِءََٰٓاَُِٛۡغۡلۡٱ ٍَ ۡٛ َت 
َََۢحنُٔد ٌَ َُٕكٚ ِبَامِعۡنٱ ُذِٚذَش َ َّللَّٱ ٌَّ ِإ َِۖ َّللَّٱ ْإُمَّذٱ َٔ  
ۡۚ
ْإَُٓرََٱف ُّ ُۡ َع ۡىُك ََٰىَٓ  اَي
٢  
                                                          
18
 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai,  hlm. 5. 
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Artinya: :”Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 
Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah 
untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 
orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 
maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. 
al-Hasyr:7)
19
 
 
Tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada 
sebagian yang lainnya tanpa didasari kebenaran, kecuali telah sejalan dengan 
syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling rida dari 
kalian. Jalan yang batil dalam meraih harta seperti riba, merampas, mencuri, judi 
dan jalan-jalan rendah lainnya. Sebagaimana firman Allah: 
 َء ٍَ ِٚزَّنٱ َا َُّٓٚأَٰٓ ََٰٚ ُرَۡمذ َلَ َٔ  ۡۚۡىُكُ ِّي ٖضاََشذ ٍَع ًجَش ََِٰجذ ٌَ َُٕكذ ٌَأ َٰٓ َِّلَإ ِمِط ََٰثۡنِٱت ىَُكُ ۡٛ َت ىَُكن ََٰٕ َۡيأ ْا َٰٕٓ ُهُكَۡأذ َلَ ْإَُُيا َ َّللَّٱ ٌَّ ِإ ۡۚۡىُكَُسفََأ ْا َٰٕٓ ُه
 ا ًٗ ِٛحَس ۡىُِكت ٌَ اَكٕ٢  
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (An-Nisa: 
29)
20
 
Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud. 
Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi 
harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan persamaan 
kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, 
kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari 
kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan 
                                                          
19
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan..., hlm. 547. 
20
 Ibid ...,hlm. 84.  
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tumbunya harta kekayaan yang melampai batas-batas yang wajar apalagi jika 
diperoleh dengan cara yang tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan 
pemusatan, Islam melarang penimbuan harta (ihtikar) dan memerintahkan untuk 
membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat.
21
 
 
F. Tinjauan Pustaka  
Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk membedakan penelitian yang akan 
peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya pada satu tema yang sama dan juga 
untuk mempertegas bahwa penelitian ini memang benar-benar baru dan belum ada 
yang meneliti supaya tidak saling tumpang tindih dalam masalah yang sama. 
Untuk melengkapi informasi yang ada, maka perlu diadakannya penelitian 
terdahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti bahas, yaitu diantaranya : 
Pertama, dalam skripsi Defit Sulistiyowati mahasiswa IAIN Sunan Ampel 
tahun 2011 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Upah dalam 
Implementasi Kebijakan Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin 
(Raskin) di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban”. Dalam skripsi 
tersebut, menjelaskan bahwa praktik penarikan upah terhadap pelaksanaan 
kebijakan program Raskin tersebut boleh hukumnya. Ditinjau dari hukum Islam 
                                                          
21
 Idri, Hadis Ekonomi..., hlm. 151 
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praktik tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat dan rukun-rukun yang 
telah ditetapkan oleh hukum Islam yaitu syarat ujrah dan rukun dari ujrah.
22
 
Yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada penelitian  
Defit Sulistiyowati membahas mengenai penarikan upah terhadap program Raskin 
di tinjau dari perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan 
penulis membahas tentang praktik pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai 
(BPNT) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. 
Kedua, dalam skripsi Iqdam Liberty Muhammad mahasiswa Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul "Pola 
Distribusi Beras Miskin di Desa Pucungreja, Muntilan, Magelang (Tinjauan 
Sosiologi dan Filsafat Hukum Islam)". Dalam skripsi tersebut, menjelaskan bahwa 
pola distribusi atau jual beli beras bersubsidi yang diterapkan sejumlah Kader 
Raskin di Desa Pucungrejo tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin, seperti 
beras yang dibagikan secara merata. Selain itu, harga jual yang diterapkan Kader 
pun tidak sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah, serta pengurangan jumlah 
timbangan juga menjadi persoalan yang tidak dapat dibenarkan dalam Pedoman 
Umum Raskin Maka berdasarkan sosiologi hukum Islam maupun filsafat hukum 
Islam, pola distribusi beras miskin yang diterapkan sejumlah Kader Raskin di Desa 
Pucungrejo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pola tersebut menyalahi 
                                                          
22
 Defit Sulistiyowati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Upah dalam Implementasi 
Kebijakan Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Desa Glodog Kecamatan 
Palang Kabupaten Tuban” , Skripsi, diterbitkan, IAIN Sunan Ampel. 2011. 
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aturan yang ditetapkan Pemerintah, sehingga hal tersebut menyalahi tujuan utama 
atau kemaslahatan yang hakiki. Selain itu, dengan diterapkannya pola tersebut, 
maka hak-hak orang miskin dalam hal ini Rumah Tangga Sasaran tidak dapat 
terpenuhi dengan baik atau tidak semestinya.
23
 
Yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada penelitian  
Iqdam Liberty Muhammad membahas mengenai pola distribusi beras miskin 
ditinjau dari sosiologi dan filsafat hukum Islam sedangkan pada penelitian yang 
dilakukan penulis membahas tentang praktik pendistribusian Bantuan Pangan 
Nontunai (BPNT) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. 
Ketiga, dalam skripsi Khoirul Fatihin mahasiswa IAIN Surakarta tahun 
2016 yang berjudul "Pendistribusian Zakat Produktif di Organisasi Dakwah Forum 
Silaturrahmi Minggu Legi (FOSMIL) Surakarta Perspektif Hukum Islam". Dalam 
skripsi tersebut, menjelaskan bahwa sistem pendistribusian zakat produktif di 
Silaturrahmi Minggu Legi (FOSMIL) belum sesuai dengan hukum Islam karena 
menggunakan sistem pendistribusian yang berbeda makna dan tujuan terhadap 
sistem pendistribusian zakat yang sebenarnya atau yang sesuai dengan hukum 
Islam. 
24
 
                                                          
23
 Iqdam Liberty Muhammad, “Pola Distribusi Beras Miskin di Desa Pucungreja, Muntilan, 
Magelang (Tinjauan Sosiologi dan Filsafat Hukum Islam)”, Skripsi, diterbitkan, Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2016. 
24
 Khoirul Fatihin, “Pendistribusian Zakat Produktif di Organisasi Dakwah Silaturrahmi 
Minggu Legi (FOSMIL) Surakarta Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, diterbitkan IAIN Surakarta.2016.  
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Yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada penelitian 
Khoirul Fatihin membahas mengenai pendistribusian zakat produktif perspektif 
hukum Islam. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis membahas 
tentang praktik pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai dalam perspektif hukum 
positif dan hukum Islam.  
Keempat, dalam skripsi Emi Hartatik mahasiswa Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijogo Yogyakarta tahun 2015 yang berjudul "Analisis Praktik 
Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) 
Kabupaten Magelang". Dalam skripsi tersebut, menjelaskan bahwa Transparansi 
dana zakat BAZDA Kabupaten Magelang belum sesuai dengan UU No.23 Tahun 
2011. Belum adanya pelaporan kepada BAZNAS Provinsi dan publikasi ke 
masyarakat. Dalam pendistribusian zakat juga masih ada nepotisme karena jabatan 
yang diindikasi karena partai politik. Hal ini juga meyebabkan menurunkan 
semangat kerja pengurus ditambah dengan kurangnya menerima masukan dari 
berbagai pihak. Dan Implikasi zakat produktif terhadap mustahiq pada BAZDA 
Kabupaten Magelang belum mampu merubah mustahiq menjadi muzakki, baru 
mampu merubah mustahiq menjadi munfiq. Hal tersebut salah satunya 
dikarenakan jumlah bantuan yang diberikan tidak seberapa jumlahnya dan 
kurangnya pemahaman mustahiq tentang dana zakat produktif.
25
 
                                                          
25
 Emi Hartatik, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat 
Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang”, Skripsi, diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijogo Yogyakarta . 2015. 
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Yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada penelitian 
Emi Hartatik membahas mengenai Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada 
Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan 
penulis membahas tentang praktik pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai 
dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.  
 
G. Metode Penelitian 
Berdasarkan tujuan yang hendak di capai dan jenis data yang diperlukan 
maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yang bersifat Kualitatif Studi 
Kasus. Penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti dibidang ilmu sosial dan 
perilaku, juga oleh para peneliti dibidang yang menyoroti masalah yang terkait 
dengan perilaku dan peranan manusia. Metode kualitatif dapat digunakan untuk 
mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum 
diketahui dan juga untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit 
diketahui.
26
 
Sementara itu penelitian Studi Kasus merupakan strategi penelitian dimana 
didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, 
proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, 
                                                          
26
 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2015), hlm. 5-6. 
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dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan 
berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan.
27
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dimana 
peneliti mencari jawaban atau permasalahan yang diteliti dengan kondisi 
lingkungan penelitian yang natural dan tingkat keterlibatan peneliti yang 
minimal. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung di 
Dusun Gempolan RT.17 Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten 
Sragen yang dijadikan sebagai tempat penelitian.  
2. Sumber Data 
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka kami 
mengklarifikasi menjadi dua sumber yaitu: 
a. Data Primer 
Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang 
diperoleh langsung dari tempat dimana penelitian ini dilakukan yaitu berupa 
observasi, dokumentasi dan hasil wawancara langsung dengan Bapak 
Mujiyanto selaku Bapak Bayan sekaligus petugas yang bertanggungjawab 
dalam proses pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan 
masyarakat penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Dusun 
                                                          
27
John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.20. 
 
19 
 
 
 
 
Gempolan RT.17 Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten 
Sragen.  
b. Data Sekunder 
Yaitu sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu 
analisa. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu jurnal atau karya ilmiah, 
buku dan profil Dusun Gempolan RT.17 Desa Tegaldowo Kecamatan 
Gemolong Kabupaten Sragen, dokumen mengenai jumlah alokasi Bantuan 
Pangan Nontunai (BPNT) dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 
2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini penulis memilih lokasi di 
Dusun Gempolan RT.17 Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten 
Sragen. Lokasi ini dipilih karena jumlah penduduk dan jumlah penerima 
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Paling banyak. Mengenai waktu penelitian 
yang akan digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah 1bulan 
sejak diterimanya proposal dan di seminarkan atau setidak-tidaknya data yang 
didapat dikira telah cukup dan telah selesai penelitian ini. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara 
yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut 
menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam bentuk 
20 
 
 
 
 
benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Dalam hal 
pengumpulan data ini, penulis terjun langsung dalam objek penelitian untuk 
mendapatkan data yang valid, maka penulis menggunakan metode sebagai 
berikut: 
a. Observasi 
Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi 
kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan 
seluruh alat indra.
28
Observasi kualitatif merupakan observasi yang 
didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku 
dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian
.29
  
Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi yaitu untuk 
meyelidiki, melihat dan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan 
praktik pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Dusun 
Gempolan RT.17 Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen 
yaitu tentang darimana, kapan dan dimana Bantuan Pangan Nontunai 
(BPNT) diserahterimakan, siapa yang bertanggung jawab untuk 
membaginya, dan berapa kali Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) 
didistribusikan dalam setahun serta bagaimana mekanisme pembagian 
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) kepada masyarakat. 
                                                          
28
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2013), hlm. 199. 
29 
John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif..., hlm. 267. 
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b. Wawancara 
Wawancara kualitatif adalah peneliti dapat melakukan face to face 
interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, wawancara 
seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum 
bersifat terbuka (open ended) yang dirancang untuk memunculkan 
pandangan dan opini dari para partisipan
.30
  
Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara struktur 
(tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang 
akan disampaikan kepada informan, sehingga  pembicaraan dalam 
wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan 
menghindari pembicaraan yang melebar. Selain itu juga dijadikan sebagai 
patokan umum dan dapat kami kembangkan melalui pertanyaan yang 
muncul dalam kegiatan wawancara berlangsung. 
Dalam wawancara, penulis melakukan wawancara secara langsung 
dengan Bapak Mujiyanto selaku Bapak Bayan sekaligus petugas yang 
bertanggungjawab dalam proses pendistribusian dan masyarakat khususnya 
yang menerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) terkait pendistribusian 
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Dusun Gempolan RT.17 Desa 
Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.  
 
 
                                                          
30
 John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif..., hlm. 269. 
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c. Dokumentasi 
Dokumen ini bisa berupa dokumen public seperti jurnal, skripsi, 
laporan kantor ataupun dokumen privat seperti e-mail. Keunggulan ini yaitu 
peneliti dapat menyajikan data yang berbobot, dapat diakses kapan saja dan 
sebagai bukti tertulis (data ini benar-benar dapat menghemat waktu peneliti 
dalam mentranskrip).
31
 Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah 
berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 
monumental dari seseorang.
32
   
Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data terkait profil 
desa, data penerima Bantuan Pangan Nontunai di Dusun Gempolan RT.17 
Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dan data lain 
terkait hal yang diteliti oleh penulis untuk menunjang penelitian. 
5. Teknik Analisis Data  
Setelah data terkumpul kemudian dikelompokan dan dianalisis, kemudian 
dalam analisis ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu pembahasaan 
yang diawali dengan menggunakan dalil-dalil, teori yang bersifat umum dan 
selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyatan yang bersifat khusus. 33 Dalam 
hal ini, peneliti menggunakan teori-teori umum tentang obyek distribusi yang 
                                                          
31
 John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif..., hlm. 269. 
32
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 239. 
33
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 45.  
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kemudian melakukan analisis data terhadap peristiwa di lapangan yaitu praktik 
pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Dusun Gempolan RT.17 
 
H. Sistematika Penulisan  
Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, penulis akan 
membagi menjadi 5 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub 
bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:  
Bab I Pendahuluan, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan.  
Bab II berisi uraian tentang Gambaran Umum Tentang Pendistribusian 
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum 
Islam yaitu membahas pengertian, tujuan dan manfaat Bantuan Pangan Nontunai 
(BPNT), ketentuan dan persyaratan penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), 
mekanisme dan penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), mekanisme 
penggantian Keluarga Penerima Manfaat BPNT dalam Peraturan Menteri Sosial 
RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.  
Pengertian, tujuan, kriteria dan prinsip-prinsip distribusi dalam hukum Islam.  
Bab III berisi uraian tentang Gambar Umum Lokasi Penelitian yang 
meliputi tentang profil, sistem pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) 
di Dusun Gempolan RT.17 Desa Tegaldowo.  
24 
 
 
 
 
Bab IV berisi uraian mengenai Analisis Praktik Pendistribusian Bantuan 
Pangan Nontunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di 
Dusun Gempolan RT.17 Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten 
Sragen yaitu tentang Praktik Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) 
dalam Perspektif Hukum Islam. 
Bab V Penutup, berisi uraian tentang Kesimpulan dan Saran-saran. 
Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran 
dan daftar riwayat hidup. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM BANTUAN PANGAN NONTUNAI (BPNT) DALAM 
HUKUM POSITIF, DISTRIBUSI DAN KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM 
 
 
A. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Dalam Hukum Positif  
1. Pengertian  
Bantuan Pangan Nontunai dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 
Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai adalah bantuan 
sosial pangan yang disalurkan secara nontunai dari Pemerintah kepada 
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun 
elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang 
bahan pangan atau E-warong yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur.1  
E-warong adalah istilah yang digunakan dalam Program Bantuan 
Pangan Nontunai untuk menyebutkan agen bank, pedagang atau pihak lain yang 
telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat 
pembelian bahan pangan oleh KPM. Bank Penyalur Bantuan Pangan Nontunai 
yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah bank mitra kerja Pemerintah 
yang menyalurkan dana bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) secara nontunai.2 
                                                          
1
 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai,  hlm. 3. 
2
 Ibid. 
 
26 
 
 
 
 
2. Tujuan  
Tujuan Program Bantuan Pangan Nontunai adalah sebagai berikut:  
a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian 
kebutuhan pangan.  
b. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM. 
c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan 
bagi KPM. 
d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam 
memenuhi kebutuhan pangan.3 
 
3. Manfaat  
Manfaat Program Bantuan Pangan Nontunai adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai 
mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 
b. Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai 
(GNNT).  
c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional 
Keuangan Inklusif (SNKI). 
d. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial. 
                                                          
3
 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai,  hlm. 4. 
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e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan 
kecil di bidang perdagangan.4 
 
4. Kriteria dan Persyaratan 
Kriteria dan persyaratan penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) 
yaitu antara lain:  
a. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) disalurkan di lokasi dengan kriteria:  
1) Tersambung dengan jaringan internet. 
2) Terdapat e-warong.  
3) E-warong sebagai penyalur Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dibentuk 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
b. Peserta Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dipersyaratkan sebagai: 
1) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercantum dalam Data Terpadu 
Program Penanganan Fakir Miskin. 
2) Yang tergolong peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan 
Pangan Nontunai (BPNT) yaitu kelompok atau masyarakat miskin, tidak 
mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial, diutamakan berasal dari 
peserta program keluarga harapan.5 
                                                          
4
 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai,  hlm. 4. 
5
 Ibid.. hlm. 5. 
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Kriteria miskin menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu 
antara lain: 
a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 perorang.  
b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 
c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas 
rendah/tembok tanpa diplester. 
d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah 
tangga lain. 
e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 
f.  Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air 
hujan. 
g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak 
tanah. 
h. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu. 
i.   Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 
j.   Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari. 
k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik 
l.   Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 
500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau 
pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,00 per bulan. 
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m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ 
tamat SD. 
n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 
500.000,00 seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal 
motor, atau barang modal lainnya.6  Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka 
suatu rumah tangga miskin. 
 
5. Mekanisme Penyaluran 
Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dilakukan 
dengan tahapan:  
a. Registrasi dan/atau pembukaan rekening 
1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) meliputi pembukaan rekening 
secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi Kartu Kombo.  
2) Registrasi dan/atau pembukaan rekening Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dilakukan oleh Bank Penyalur 
berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.  
3) Registrasi dan/atau pembukaan rekening harus diselesaikan paling lambat 
60 (enam puluh) hari kalender setelah data Keluarga Penerima Manfaat 
                                                          
6
Muhammad Rudi, dkk, 14 Kriteria Miskin Menurut Standar BPS, 
https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-
miskin-menurut-standar-bps/index.html, diunduh tanggal  07 Agustus 2019.jam 20.00 WIB.  
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(KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) diterima oleh Bank Penyalur. 
Dalam hal Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai 
(BPNT) telah memiliki rekening untuk Bantuan Sosial, Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) harus 
menggunakan rekening Bantuan Sosial yang ada untuk menerima 
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).  
4) Sebelum melakukan registrasi dan/atau pembukaan rekening Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Bank 
Penyalur melakukan koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan 
jumlah dan lokasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan 
Nontunai (BPNT) yang ditetapkan oleh Menteri. Koordinasi dilakukan 
dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah 
dan/atau kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan 
penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). 
5) Bank Penyalur melakukan pencetakan Kartu Kombo kepada Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) setelah 
registrasi atau pembukaan rekening.7   
6) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai 
(BPNT) yang dilayani oleh e-warong paling banyak 250 (dua ratus lima 
                                                          
7
 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai,  hlm. 6. 
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puluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai 
(BPNT). 
7) Bank Penyalur bertugas mengidentifikasi dan mempersiapkan pedagang 
dan agen untuk dapat menjadi e-warong penyalur Bantuan Pangan 
Nontunai (BPNT). Penetapan e-warong dilakukan sesuai ketentuan Bank 
dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang diperlukan sebagai 
penyalur Bantuan Pangan Nontunai. E-warong penyalur Bantuan Pangan 
Nontunai memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 
a) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah 
operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due 
diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh 
Bank Penyalur. 
b) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha 
yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap 
lainnya. 
c) Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan 
pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk 
memastikan ketersediaan stok Bahan Pangan bagi pembelian oleh 
Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 
d) Menjual Bahan Pangan paling tidak mencakup beras atau telur sesuai 
harga pasar. Dalam hal ini, jumlah e-warong lebih dari 1 (satu) di 
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masing-masing wilayah kelurahan/desa untuk menghindari adanya 
penetapan harga di atas harga wajar. 
e) Dapat melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Non Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM).8 
b. Edukasi dan sosialisasi 
1) Edukasi dan sosialisasi dilaksanakan oleh Bank Penyalur, Direktorat 
Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan pemerintah daerah. Pelaksanaan 
edukasi dan sosialisasi dilakukan setelah registrasi dan pembukaan 
rekening.  
2) Edukasi dan sosialisasi diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), pendamping sosial Bantuan 
Sosial pangan, dan aparat pemerintah daerah.  
3) Edukasi dan sosialisasi dibantu oleh pendamping sosial Bantuan Sosial 
pangan.  
4) Edukasi dan sosialisasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan distribusi, 
pengecekan keberadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan 
Pangan Nontunai (BPNT), dan aktivasi Kartu Kombo.  
5) Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada:  
a) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 
                                                          
8
 Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai, hlm. 20. 
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b) Perangkat kecamatan, desa/ kelurahan/nama lain, atau pendamping 
sosial Bantuan Sosial pangan dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).9  
6) Edukasi dan sosialiasi dilaksanakan melalui media tatap muka, elektronik, 
cetak, sosial dan/atau daring.10 
7) Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah provinsi 
dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan oleh:  
a) Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. 
b) Bank Penyalur. 
c) Kementerian/lembaga terkait.  
8) Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada perangkat kecamatan, desa/ 
kelurahan/nama lain, atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan 
dilaksanakan oleh:  
a) Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. 
b) Bank Penyalur. 
c) Kementerian/lembaga terkait. 
d) Pemerintah daerah provinsi.  
e) Pemerintah daerah kabupaten/kota.  
                                                          
9
 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai,  hlm. 6.  
10
 Ibid.., hlm. 8-9. 
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9) Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dilakukan oleh:  
a) Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.  
b) Bank Penyalur. 
c) kementerian/lembaga terkait.  
d) pemerintah daerah provinsi. 
e) pemerintah daerah kabupaten/kota. 
f) pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.11  
c. Penyaluran  
1) Proses penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dilaksanakan oleh 
Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya. 
2) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan 
dana dari rekening Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin di Bank 
Penyalur kepada rekening e-wallet KPM BPNT. 
3) Pemindahbukuan dana dari rekening Direktorat Jenderal Penanganan 
Fakir Miskin kepada Bank Penyalur kepada rekening e-wallet KPM 
BPNT dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana ditransfer dari 
Kas Negara ke rekening Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin di 
Bank Penyalur.  
                                                          
11
 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai,  hlm. 9-10 .  
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4) Proses penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja 
Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan.12 
d. Pembelian Barang  
1) Pembelian Barang dilaksanakan setelah Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) menerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) paling sedikit 
senilai Rp 110.000,00. setiap bulan. 
2) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tidak dapat diambil secara tunai, dan 
hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan yang telah 
ditentukan dengan menggunakan Kartu Kombo di e-warong.  
3) Besaran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) diberikan sesuai dengan 
kemampuan keuangan negara.
13
  
 
6. Mekanisme Penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan 
Pangan Nontunai (BPNT) 
Mekanisme penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan 
Pangan Nontunai (BPNT) yaitu antara lain:  
                                                          
12
 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai,  hlm. 10. 
13
 Ibid...,  hlm. 11.  
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a. Penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai 
(BPNT) dapat dilakukan setiap saat sepanjang terjadi perubahan data.  
b. Perubahan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan 
Nontunai (BPNT) dilakukan karena pemegang rekening Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT):  
1) Tidak ditemukan keberadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 
2) Meninggal dunia. 
3) Sudah mampu.  
4) Menolak menerima bantuan.  
5) Memiliki kepesertaan ganda atau;  
6) Menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu 
Kombo.14 
 
B. Distribusi dalam Islam 
1. Pengertian 
Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris distribuition yang 
berarti penyaluran dan pembagian, 15  yaitu penyaluran, pembagian atau 
pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi 
adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari 
produsen ke konsumen dan para pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada 
                                                          
14
 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai,  hlm. 14-15. 
15
 K. Adi Gunawan, Kamus lengkap, (Surabaya: Lima Bintang, 2006 M.), hlm.114.  
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konsumen dan pemakainya mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi 
dan konsumsi. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari 
produksen ke konsumen, sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak lancar. 
Sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, distribusi mempunyai peran 
signifikan dalam perputaran roda perekonomian masyarakat ataupun negara.16 
Dalam ekonomi Islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta 
kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, 
maupun negara. Menurut Afzalur Rahman, yang dimaksud dengan distribusi 
adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa  
faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, 
masyarakat maupun negara.17 
 
2. Tujuan  
Tujuan distribusi yaitu:  
a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar 
masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman 
merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan 
terjadi kesulitan bahkan kematian.18  
                                                          
16
 Idri, Hadis Ekonomi..., hlm. 128.  
17
 Ibid..., hlm. 130.  
18
 Ibid..., hlm. 147-148. 
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b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. 
Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan 
miskin akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya 
melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Meskipun 
demikian, Islam mengakui adanya perbedaan jumlah harta antar-individu 
dalam masyarakat. Karena itu ada yang kaya dan ada pula yang miskin, 
tetapi jurang pembeda di antara mereka tidak boleh terlalu lebar sehingga 
mengakibatkan disintegrasi sosial.19Allah berfirman: 
ٱ َٔ  َٰٗ ًَ
َََٰرٛۡنٱ َٔ  َٰٗ َتُۡشمۡنٱ ِِ٘زن َٔ  ِلُٕس َّشِهن َٔ  ِّ َِّهَهف َٰٖ َُشمۡنٱ ِم ْۡ َأ ٍۡ ِي ِِّۦنُٕسَس َٰٗ َهَع ُ َّللَّٱ َءََٰٓاَفأ َٰٓا َّي ۡٙ َك ِمِٛث َّسنٱ ٍِ ۡتٱ َٔ  ٍِ ِٛك ََٰس ًَ ۡن
 َٔ  ُُِٔزَُخف ُلُٕس َّشنٱ ُىُك ََٰىذاَء َٰٓاَي َٔ  ۡۚۡىُكُِي ِءََٰٓاَُِٛۡغۡلۡٱ ٍَ ۡٛ َت 
َََۢحنُٔد ٌَ َُٕكٚ َلَ َ َّللَّٱ ٌَّ ِإ َِۖ َّللَّٱ ْإُمَّذٱ َٔ  
ۡۚ
ْإَُٓرََٱف ُّ ُۡ َع ۡىُك ََٰىَٓ  اَي
 ِبَامِعۡنٱ ُذِٚذَش٢  
Artinya:” Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 
kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 
maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta 
itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa 
yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang 
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”(QS. al-Hasyr:7)20 
 
c. Untuk terbentuknya solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Tujuan 
distribusi adalah terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang kurang mampu 
sehingga tercipta solidaritas di dalam masyarakat Muslim, terbentuknya 
ikatan kasih sayang di antara individu dan kelompok dalam masyarakat, 
                                                          
19
 Idri, Hadis Ekonomi..., hlm.148. 
20
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan.., hlm.547. 
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terkikisnya sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang dapat berdampak 
pada terealisasinya keamanan dan ketenteraman masyarakat, serta 
terciptanya keadilan dalam distribusi yang mencakup pendistribusian 
sumber-sumber kekayaan.21 
 
3. Kriteria  
Kriteria-kriteria yang mendukung terwujudnya distribusi dalam aktifitas 
ekonomi sebuah negara. Adapun kriteria-kriteria yang mendukung 
terwujudnya distribusi tersebut (sebagaimana yang dikemukakan oleh Anas 
Zarqa) meliputi:22  
a. Pertukaran; kriteria ini lebih mengacu pada konsep dimana orang berhak 
mengeluarkan pendapatannya untuk didistribusikan kepada orang lain. 
Sehingga implikasi yang mengemuka kemudian ialah adanya fondasi yang 
solid dalam menunjang terbentuknya kemanusiaan yang adil. 
b. Kebutuhan; yang dimaksudkan dalam pembahasan ini, lebih pada nilai 
"keadilan", dimana pendistribusian tersebut haruslah disesuaikan dengan 
"tingkat" kebutuhan masing-masing individu. 
                                                          
21
 Idri, Hadis Ekonomi..., hlm. 149. 
22
 Madnasir, “Distribusi Dalam Islam”, Jurnal ASAS, Vol.2 Nomor 1, Januari 2010, hlm.36-
37.  
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c. Kekuasaan atau negara; dengan lebih merujuk pada prinsip ini, bagaimana 
peran kekuasaan atau negara turut mewarnai pendistribusian "kekayaan 
negara" secara lebih "merata". 
 
4. Prinsip-Prinsip 
Agar distribusi memberikan signifikasi yang memadai, maka perlu 
diperhatikan prinsip-prinsip distribusi sebagai berikut: 
a. Prinsip keadilan dan pemerataan  
Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek 
kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki 
keadilan dalam distribusi pendapatan. 
23
 
Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung 
beberapa maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada 
sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. 
Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, 
terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-
hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara 
adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang 
                                                          
23
 Idri, Hadis Ekonomi..., hlm.150.  
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melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang 
tidak benar.24 
Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan 
yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh 
sesama masyarakat. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara 
terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, 
pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Secara tegas Allah 
SWT memerintahkan untuk berlaku adil dan dampaknya jika keadilan tidak 
ditegakkan, yakni perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi di antara 
masyarakat. Allah SWT berfirman:  
 َٔ  ِشَكُ ًُ ۡنٱ َٔ  ِءَٰٓاَشَۡحفۡنٱ ٍِ َع َٰٗ َٓ ُۡ َٚ َٔ  َٰٗ َتُۡشمۡنٱ ِ٘ر ِ ٘
ََٰٓارِٚإ َٔ  ٍِ ََٰسۡح ِۡلۡٱ َٔ  ِلۡذَعۡنِٱت ُشُيَۡأٚ َ َّللَّٱ ٌَّ ِإ۞ ََعن ۡىُُكظَِعٚ ِۡۚٙ َۡغثۡنٱ ۡىُكَّه
 ٌَ ُٔش َّكََزذ٢ٓ  
Artinya:” Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS. an-Nahl: 90).25 
 
Dalam persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan 
bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk 
mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap 
orang akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti 
                                                          
24
 Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, 
Jurnal Hukum Islam, Vol. 14 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 80-81. 
25
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan..., hlm. 278. 
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makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Untuk 
itu, negara selayaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut 
agar dapat terdistribusi secara adil dan merata, sehingga tidak ada satu pun 
bagian dari anggota masyarakat yang terzalimi haknya baik oleh negara 
maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap 
sumber daya ekonomi tersebut. Oleh karena itu, keadilan distribusi dalam 
ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian 
kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat.  
Keadilan distribusi juga menjamin terciptanya pembagian yang adil 
dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup 
yang lebih baik.  
b. Prinsip solidaritas sosial  
Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa 
elemen dasar yaitu: 
1) Sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah. 
2) Adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang kaya.  
3) Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya beredar di kalangan orang-
orang kaya saja. 
4) Adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain. 
5) Anjuran untuk mendahulukan distribusi harus kepada orang-orang yang 
menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat. 
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6) Anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin 
dan kestabilan ekonomi masyarakat, dan larangan berlebihan (boros) 
dalam distribusi ekonomi di kalangan masyarakat.26 
 
 
C. Keadilan Dalam Islam  
Adil (Ar;al-adl), salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam 
rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan 
merugikan dirinya sendiri. Secara etimologis al-adl berarti tidak berat sebelah, 
tidak memihak atau menyampaikan yang satu dengan yang lain (al-musawah). 
Istilah lain dari al-adl adalah al-qist al-misl (sama bagian atau semisal). Secara 
terminologis adil berarti “mempersamakan” sesuatu dengan yang lain, baik dari 
segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat 
sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti “berpihak atau 
berpegang kepada kebenaran”.27 Keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian 
meletakkan sesuatu pada tempatnya jika keadilan telah dicapai, maka itu 
merupakan pada tempatnya.28  
                                                          
26
 Idri, Hadis Ekonomi..., hlm. 153-154. 
27
 Anonim, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),  
hlm 50-51. 
28
 Nurlaila Harun, “Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-
Undangan”, (t. Tp: t.np.,t.t.),  hlm. 2. 
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Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban, hak yang dimiliki 
oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan 
kewajiban terkait diberikan kepada yang berhak menerimanya.  
Saat ini, kata “adil” dan “Keadilan” sudah menjadi sebuah nilai sentral 
dalam budaya Indonesia modern.29 Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pancasila 
dimana dalam rumusan kelima terkandung nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia, kemungkinan nilai keadilan sosial ini dipengaruhi oleh ideologi 
sosialisme yang menghendaki terciptanya masyarakat tanpa kelas, sebagai wujud 
dari keadilan sosial itu setidak-tidaknya sila ini telah mengusahakan social justice 
(keadilan sosial) dalam beberapa sisi, misalnya lewat politik pemerataan atau 
kesejahteraan.30  
Keadilan merupakan katup pengaman pada setiap masyarakat, dimana 
keadilan ini dalam hukum, kesaksian, akidah, tindakan, kecintaan kemarahan dan 
lain-lain, merupakan sumber ketentraman dan kedamaian bagi manusia.31 Selama 
timbangannya benar dan tangan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya 
berlaku amanah dan terpelihara, niscaya masyarakat akan merasakan kebaikan dan 
kebahagiaan. Akan tetapi, apabila timbangannya rusak dan tangan yang diberikan 
wewenang untuk melaksanakan amanah disalahgunakan, maka masyarakat akan 
                                                          
29
 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, ( Jakarta: Penerbit Pratnya Paramita,1999),  hlm. 
88. 
30
Nurlaila Harun, “Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-
Undangan”, (t. Tp: t.np.,t.t.),  hlm. 12.  
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merasakan penderitaan yang menyakitkan sehingga keadilan tidak akan pernah 
terjadi, masyarakat akan kacau dan akan hidup menderita sepanjang zaman.32  
Al-Qur‟an Surat An-Nisa ayat 135 perintah kepada orang-orang yang 
beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:
33
 
                                   
                                     
                 
 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 
benar-benar penegak keadilan, menjadiu saksi Allah biarpun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka 
Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.  
 
 
 
                                                                                                                                                                     
31
 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu..., hlm. 88. 
32
 Ibid. 
33
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan ..., hlm. 101. 
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Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan 
hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam firman 
Allah SWT dalam Surat Asy-Syura ayat 15:
34
 
                                   
                                            
                          
Artinya: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan 
tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa 
nafsu mereka dan katakanlah: “ Aku beriman kepada semua kitab yang 
diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. 
Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi 
kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah 
mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)”.  
 
Murtadha Muthahhari, mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam 
empat hal yaitu; pertama, Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu 
masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus 
berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya 
harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. 
Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan 
pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan 
menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Kedua, adil 
adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang 
                                                          
34
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan ..., hlm. 485. 
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dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab 
keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. Ketiga, adil 
adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang 
yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus 
dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk 
menegakkannya. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya 
eksistensi.
35
  
 
 
 
 
 
                                                          
35
 Mawardi Ahmad, “Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahi”, Jurnal Ilmiah 
Keislaman, (Pekanbaru) Vol. Vol. 5 Nomor 2, 2006, hlm. 294-296. 
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BAB III 
PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI (BPNT) 
DI DUSUN GEMPOLAN RT.17 DESA TEGALDOWO 
 
A. Deskripsi Wilayah  
1. Keadaan Geografis  
Secara geografis Dusun Gempolan merupakan suatu daerah yang 
termasuk dalam wilayah Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong Kabupaten 
Sragen. Desa Tegaldowo mempunyai luas wilayah 291110 Ha dan terdiri dari 
03 Kadus dan terbagi menjadi 22 RT.1 
Dusun Gempolan terletak berbatasan dengan beberapa wilayah atau 
dusun lainnya, adapun batas-batas wilayah dukuh gempolan yaitu:  
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sengonan Desa Tegaldowo . 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Wates Desa Jatibatur. 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Banjarjo Desa Tegaldowo. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Pantirejo Desa Tegaldowo.2 
Dusun Gempolan terletak di Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong 
Kabupaten Sragen, yang berbatasan dengan:  
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Geneng Duwur.  
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Peleman dan Desa Jatibatur. 
                                                          
1
 Sumber Data Desa Tegaldowo 2019. 
2
 Mardiyanto, Warga, Wawancara Pribadi, 19 Juli 2019,  jam 09.00-10.00 WIB. 
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c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Brangkal. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gemolong.3 
 
2. Kondisi Demografis 
Secara demografis, penduduk Desa Tegaldowo sampai dengan Juni 
tahun 2019 mencapai 5644 jiwa, dari 5644 jiwa orang dengan perincian sebagai 
berikut:4  
Tabel I 
Jumlah Penduduk Desa Tegaldowo Berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Jumlah Jiwa 
1. Laki-laki  2870 
2. Perempuan  2774 
Sumber:  Data Desa Tegaldowo Tahun 2019 
Komposisi penduduk dengan berdasarkan jenis kelamin di atas bahwa 
laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, akan tetapi 
perselisihannya tidak begitu besar, sehingga bisa dikatakan seimbang antara 
laki-laki dengan perempuan.  
Dari 5644 jiwa penduduk Desa Tegaldowo, 410 jiwa diantaranya 
merupakan penduduk di wilayah Dusun Gempolan, dan dari 410 jiwa orang 
dengan perincian sebagai berikut:5 
                                                          
3
 Sumber Data Desa Tegaldowo 2019. 
4
 Sumber Data Desa Tegaldowo 2019. 
5
 Sucipto, Bapak RT, Wawancara Pribadi, 19 Juli 2019 , jam 10.20-10.40. 
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Tabel II 
Jumlah Penduduk Dusun Gempolan Berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Jumlah Jiwa 
1. Laki-laki 190 
2. Perempuan  220 
Sumber: Data Dusun Gempolan Tahun 2019 
 
3. Kondisi Ekonomi  
Penduduk Desa Tegaldowo merupakan penduduk yang mayoritas 
bermata pencaharian sebagai buruh tani, meskipun ada juga penduduk yang 
bermata pencaharian yang lain. Dengan berbagai mata pencaharian yang 
bervariasi ini, masyarakat Desa Tegaldowo merasa terbantu ekonominya yaitu 
seperti kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya. Lebih 
jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:6 
Tabel III 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 
No. Mata Pencaharian Jumlah Jiwa 
1. Karyawan  42 
2. Wiraswasta 142 
3. Pertukangan  103 
4. Buruh Tani  172 
5. Pensiunan  110 
                                                          
6
 Sumber Data Desa Tegaldowo 2019. 
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6. Pemulung  4 
7. Jasa  30 
Sumber: Data Desa Tegaldowo 2019 
 
4. Kesehatan  
Sarana kesehatan di Desa Tegaldowo belum mencukupi kebutuhan 
masyarakat Desa Tegaldowo. Desa Tegaldowo hanya memiliki satu sarana 
kesehatan yaitu puksesmas. Pukesmas yang berada di Desa Tegaldowo sendiri 
buka mulai pukul 08.30 WIB sampai 14.00 WIB, hal tersebut tentu 
menyulitkan massyarakat apabila mengalami sakit mendadak pada waktu sore 
atau pun malam hari, sehingga masyarakat terpaksa harus pergi keluar wilayah 
Desa Tegaldowo untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka.  
 
5. Kondisi Pendidikan  
Masalah pendidikan di Desa Tegaldowo masih memiliki kendala, yaitu 
diantaranya kendala sarana dan prasarana dalam pendidikan yang masih belum 
memadai. Keberadaan sarana pendidikan sangat membantu kecerdasan anak 
bangsa dan kemajuan masyarakat Desa Tegaldowo dalam masalah pendidikan. 
Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Desa Tegaldowo yaitu sebagai 
berikut:7 
 
 
                                                          
7
 Sumber Data Desa Tegaldowo 2019. 
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Tabel IV 
Jumlah Saranan Pendidikan Umum di Desa Tegaldowo 
No. Sarana Pendidikan Jumlah 
1. Kelompok Bermain  - 
2. TK  1 
3. SD 3 
4. SMTP 1 
5. SMTA 1 
Sumber: Data Desa Tegaldowo 2019 
Tabel V 
Jumlah Sarana Pendidikan Khusus di Desa Tegaldowo 
No. Sarana Pendidikan Jumlah 
1. Pondok Pesantren  1 
2. Madrasah  - 
3. Sekolah Luar Biasa  1 
4. Sarana Pendidikan Non Formal  - 
Sumber: Data Desa Tegaldowo 2019 
 
6. Kondisi Keagamaan  
Sebagian besar penduduk Desa Tegaldowo menganut agama Islam, hal 
ini dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan, yang hampir setiap Dusun 
terdapat masjid atau mushola.  Sedangkan di Dusun Gempolan sendiri semua 
penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Sarana peribadatan yang ada di 
Desa Tegaldowo yaitu terdapat 6 masjid, 19 mushola, sedangkan gereja hanya 1 
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dan tidak terdapat wihara dan pura. Sebagaimana yang terdapat dalam tabel 
berikut:8  
Tabel VI 
Jumlah Sarana Peribadatan 
No. Sarana Peribadatan Jumlah 
1. Masjid  6 
2. Mushola 19 
3. Gereja  1 
4. Wihara  - 
5. Pura  - 
Sumber: Data Desa Tegaldowo 2019 
 
B. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) 
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-
tengah masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Untuk 
mengatasi masalah kemiskinan tersebut, maka pemerintah menggulirkan berbagai 
kebijakan yaitu salah satunya adalah Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). 
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara 
nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk 
membeli bahan pangan yang telah ditentukan.   
                                                          
8
 Sumber Data Desa Tegaldowo 2019. 
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Tujuan Program Bantuan Pangan Nontunai yaitu untuk mengurangi beban 
pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian 
kebutuhan pangan, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan 
Bantuan Pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan memberikan lebih 
banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam 
memenuhi kebutuhan pangan.
9
 Manfaat Program Bantuan Pangan Nontunai yaitu 
salah satunya meningkatnya ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan 
penanggulangan kemiskinan.
10
 
 
C. Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai Pada Masyarakat Dusun 
Gempolan RT.17 
Wawancara dengan Ibu Juminem yang bekerja sebagai penjahit. 
Pendapatan yang diperoleh Ibu Juminem dari hasil jahitannya dalam 1 bulan 
kurang lebih sebesar Rp 400.000,00. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tegel, 
jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu dan kayu, sudah memiliki fasilitas 
buang air besar, sumber penerangan rumah tangga menggunakan listrik, bahan 
bakar untuk memasakan menggunakan kompor gas. Beliau tidak mengetahui 
berapa banyak telur dan beras yang Ia dapatkan karena setiap bulannya tidak 
                                                          
9
 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai,  hlm. 4. 
10
 Ibid. 
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menentu. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang 
pembagian Bantuan Pangan Nontunai secara mendetail yang beliau ketahui yaitu 
aturan yang diterapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan Bantuan Pangan 
Nontunai yang akan dibagikan kepada masyarakat setiap bulannya. 11  
Wawancara dengan Ibu Tarini yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga 
dan sang suami sebagai buruh. Pendapatan yang diperoleh sang suami dari buruh 
dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,00. Luas tanah bangunan tempat 
tinggal lebih dari 8M
2
,
 
jenis lantai terbuat dari tanah, jenis dinding tempat tinggal 
dari tembok tanpa plester, memiliki fasilitas buang air besar, sumber penerangan  
rumah tangga menggunakan listrik, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah 
kompor gas, memiliki mesin cuci, TV dan kendaraan sepeda motor. Beliau tidak 
mengetahui berapa banyak telur dan beras yang Ia dapatkan karena setiap 
bulannya tidak menentu. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan 
pemerintah tentang pembagian Bantuan Pangan Nontunai secara mendetail yang 
beliau ketahui yaitu aturan yang diterapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan 
Bantuan Pangan Nontunai yang akan dibagikan kepada masyarakat setiap 
bulannya.12  
Wawancara dengan Ibu Satiyem yang bekerja sebagai pedagang. 
Pendapatan yang diperoleh Ibu Satiyem dan sang suami dari hasil berdagang 
                                                          
11
Juminem, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2019, jam 09.00-09.30 
WIB. 
12
 Tarini, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2019, jam 09.40-10.10 WIB. 
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dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp 900.000,00. Jenis lantai tempat tinggal 
terbuat dari tegel, jenis dinding tempat tinggal dari bambu dan kayu, memiliki 
fasilitas buang air besar, sumber penerangan rumah tangga menggunakan listrik, 
bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kompor gas, memiliki kendaraan 
sepeda motor lebih dari satu, kulkas dan TV. Beliau tidak mengetahui berapa 
banyak telur dan beras yang Ia dapatkan karena setiap bulannya tidak menentu. 
Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang 
pembagian Bantuan Pangan Nontunai secara mendetail yang beliau ketahui yaitu 
aturan yang diterapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan Bantuan Pangan 
Nontunai yang akan dibagikan kepada masyarakat setiap bulannya.13  
Wawancara dengan Ibu Sri yang bekerja sebagai pedagang. Pendapatan 
yang diperoleh Ibu Sri dari hasil berdagang dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp 
1.000.000,00. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari kramik, jenis dinding tempat 
tinggal dari tempok yang sudah diplester rapi, memiliki fasilitas buang air besar, 
sumber penerangan rumah tangga menggunakan listrik, bahan bakar untuk 
memasak sehari-hari adalah kompor gas, memiliki sepeda motor lebih dari satu, 
kulkas dan TV. Beliau tidak mengetahui berapa banyak telur dan beras yang Ia 
dapatkan karena setiap bulannya tidak menentu. Beliau juga mengatakan tidak 
mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian Bantuan Pangan Nontunai 
secara mendetail yang beliau ketahui yaitu aturan yang diterapkan oleh aparat desa 
                                                          
13
 Satiyem, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2019, jam 10.20-11.00 WIB. 
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untuk mendapatkan Bantuan Pangan Nontunai yang akan dibagikan kepada 
masyarakat setiap bulannya.14  
Wawancara dengan Ibu Ngatini yang bekerja sebagai pedagang. 
Pendapatan yang diperoleh Ibu Ngatini dari berdagang dalam 1 bulan kurang lebih 
sebesar Rp 1.000.000,00. Jenis lantai rumah terbuat dari tegel, jenis dinding 
tempat tinggal terbuat dari tembok tanpa diplester, memiliki fasilitas buang air 
besar, sumber penerangan rumah tangga menggunakan listrik, bahan bakar untuk 
memasak sehari-hari menggunakan kompor gas, memiliki kendaraan sepeda motor 
lebih dari satu, kulkas dan TV. Beliau tidak mengetahui berapa banyak telur dan 
beras yang Ia dapatkan karena setiap bulannya tidak menentu. Beliau juga 
mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian Bantuan 
Pangan Nontunai secara mendetail yang beliau ketahui yaitu aturan yang 
diterapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan Bantuan Pangan Nontunai yang 
akan dibagikan kepada masyarakat setiap bulannya.15  
Wawancara dengan Ibu Daryati yang bekerja sebagai pedagang. 
Pendapatan yang diperoleh Ibu Daryati dan sang suami dari hasil berdagang dalam 
1 bulan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,00. Jenis lantai tempat tinggal terbuat 
dari tembok tanpa diplester, memiliki fasilitas buang air besar, sumber penerangan 
rumah tangga menggunakan listrik, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah 
kompor gas, memiliki kendaraan sepeda motor dan TV. Beliau tidak mengetahui 
                                                          
14
 Sri, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2019, jam 11.10-11.30 WIB. 
15
 Ngatini, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2019, jam 13.00-13.30 WIB. 
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berapa banyak telur dan beras yang Ia dapatkan karena setiap bulannya tidak 
menentu. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang 
pembagian Bantuan Pangan Nontunai secara mendetail yang beliau ketahui yaitu 
aturan yang diterapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan Bantuan Pangan 
Nontunai yang akan dibagikan kepada masyarakat setiap bulannya.16  
Wawancara dengan Ibu Tumini yang bekerja sebagai pedagang. 
Pendapatan yang diperoleh Ibu Tumini  dari hasil berdagang dalam 1 bulan kurang 
lebih sebesar Rp 500.000,00.  Luas lantai bangunan tempat tinggal lebih dari 8M
2
 
dan memilki tanah persawahan, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari kramik, 
jenis dinding tempat tinggal dari tempok yang sudah diplester rapi, memiliki 
fasilitas buang air besar, sumber penerangan rumah tangga menggunakan listrik, 
bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kompor gas, memiliki sepeda 
motor lebih dari satu, kulkas dan TV. Beliau tidak mengetahui berapa banyak telur 
dan beras yang Ia dapatkan karena setiap bulannya tidak menentu. Beliau juga 
mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian Bantuan 
Pangan Nontunai secara mendetail yang beliau ketahui yaitu aturan yang 
diterapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan Bantuan Pangan Nontunai yang 
akan dibagikan kepada masyarakat setiap bulannya.17 
                                                          
16
 Daryati, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2019, jam 13.40-14.00 WIB. 
17
 Tumini, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2019, jam 14.10-14.30 WIB. 
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Wawancara dengan Ibu Parti yang bekerja sebagai pedagang sekaligus 
petani. Pendapatan yang diperoleh Ibu Parti dari hasil berdagang dan tani  dalam 1 
bulan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00. Luas lantai bangunan tempat tinggal 
lebih dari 8M
2 
dan memiliki tanah persawahan, jenis lantai tempat tinggal terbuat 
dari tegel, jenis dinding tempat tinggal terbuat dari tembok sudah diplester, 
memilki fasilitas buang air besar, sumber penerangan rumah tangga menggunakan 
listrik, bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan kompor gas, 
memiliki sepeda motor lebih dari satu dan TV. Beliau mengatakan awalnya 
mendapatkan Bantuan Pangan Nontunai, namun selama 2 bulan terakhir ini Beliau 
tidak mendapatkan bantuan tersebut.18 Menurut Bapak Mujiyanto selaku Bayan 
sekaligus petugas yang bertanggungjawab dalam proses pendistribusian BPNT, 
Beliau mengatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat atas nama Parti dijabut 
dalam data penerima Bantuan karena Beliau sudah dianggap mampu dengan 
pendapatan lebih dari Rp 1.000.000,00. setiap bulannya. Sehingga untuk 
menghindari adanya ketidakadilan dan kecemburuan sosial dalam masyarakat 
aparat desa melakukan pembaharuan data setiap 3 bulan sekali.19  
Wawancara dengan Ibu Karsih yang bekerja sebagai  buruh. Pendapatan 
yang diperoleh Ibu Karsih dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp 500.000,00.   
jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tegel, jenis dinding tempat tinggal terbuat 
                                                          
18
 Parti, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2019, jam 15.30-15.50 WIB. 
19
 Mujiyanto, Bayan sekaligus Petugas Pendistribusian BPNT , Wawancara Pribadi, 23 Juni 
2019, jam 18.15-18.35 WIB. 
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dari tembok sudah diplester, memilki fasilitas buang air besar, sumber penerangan 
rumah tangga menggunakan listrik, bahan bakar untuk memasak sehari-hari 
menggunakan kompor gas, memiliki sepeda motor dan TV. Beliau tidak 
mengetahui berapa banyak telur dan beras yang Ia dapatkan karena setiap 
bulannya tidak menentu. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan 
pemerintah tentang pembagian Bantuan Pangan Nontunai secara mendetail yang 
beliau ketahui yaitu aturan yang diterapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan 
Bantuan Pangan Nontunai yang akan dibagikan kepada masyarakat setiap 
bulannya.20  
Wawancara dengan Ibu Suminah yang bekerja sebagai buruh. Pendapatan 
yang diperoleh Ibu Suminah dari hasil buruh dalam 1 bulan kurang lebih sebesar 
Rp 500.000,00. Luas bangunan tempat tinggal lebih dari 8M
2
,  jenis lantai tempat 
tinggal terbuat dari tegel, jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu dan kayu, 
memilki fasilitas buang air besar, sumber penerangan rumah tangga menggunakan 
listrik, bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan kompor gas, 
memiliki sepeda motor, kulkas dan TV. Beliau tidak mengetahui berapa banyak 
telur dan beras yang Ia dapatkan karena setiap bulannya tidak menentu. Beliau 
juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian 
Bantuan Pangan Nontunai secara mendetail yang beliau ketahui yaitu aturan yang 
                                                          
20
 Karsih, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2019, jam 16.00-16.20 WIB. 
61 
 
 
 
 
diterapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan Bantuan Pangan Nontunai yang 
akan dibagikan kepada masyarakat setiap bulannya.21 
Wawancara dengan Ibu Pariyem yang sudah tidak bekerja dan tidak 
memiliki penghasilan. Beliau mengatakan merasa terbantu dengan adanya Bantuan 
Pangan Nontunai berupa beras dan telur setiap bulannya.
22
 
Wawancara dengan Ibu Saminem yang sudah tidak bekerja dan tidak 
memiliki penghasilan. Beliau mengatakan merasa terbantu dengan adanya Bantuan 
Pangan Nontunai berupa beras dan telur setiap bulannya.23 
Wawancara dengan Ibu Daliyem yang sudah tidak bekerja dan tidak 
memiliki penghasilan. Beliau mengatakan merasa terbantu dengan adanya Bantuan 
Pangan Nontunai berupa beras dan telur setiap bulannya.24 
Wawancara dengan Ibu Sumiyem yang sudah tidak bekerja dan tidak 
memiliki penghasilan. Beliau mengatakan merasa terbantu dengan adanya Bantuan 
Pangan Nontunai berupa beras dan telur setiap bulannya.25 
Wawancara dengan Ibu Kasiyem yang sudah tidak bekerja dan tidak 
memiliki penghasilan. Beliau mengatakan merasa terbantu dengan adanya Bantuan 
Pangan Nontunai berupa beras dan telur setiap bulannya.26 
                                                          
21
 Suminah, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2019, jam 16.30-16.50 
WIB. 
22
 Pariyem, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 19 Juni 2019,  jam 08.00-08.30 
WIB. 
23
 Saminem, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 19 Juni 2019, jam 08.35-09.00 
WIB. 
24
 Daliyem, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2019, jam 09.10-09.30 
WIB. 
25
 Sumiyem, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2019, jam 09. 40-10.00 
WIB. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, mereka mengaku bahwa 
mereka hanya menerima begitu saja Bantuan Pangan Nontunai dengan jumlah Rp 
110.000,00.setiap bulannya, dimana uang tersebut tidak dapat diambil secara tunai 
melainkan harus diambil dalam bentuk bahan pangan yaitu berupa beras dan telur. 
Masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah beras dan telur yang mereka terima 
karena jumlahnya tidak menentu setiap bulannya. Menurut hasil wawancara 
dengan Bapak Mujiyanto selaku Bayan sekaligus petugas yang bertanggungjawab 
dalam proses pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai bahwa Jumlah beras yang 
diterima masyarakat yaitu ditentukan sesuai dengan harga pasaran sedangkan 
jumlah telur yang diterima masyarakat yaitu stabil 7 butir telur setiap bulannya.   
Bantuan Pangan Nontunai mulai muncul di Dusun Gempolan sejak bulan 
Oktober 2018. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) diberikan untuk masyarakat 
miskin, dimana kriteria miskin di Dusun Gempolan RT.17 yaitu pendapatannya 
kurang dari Rp 1.000.000,00. setiap bulannya. Namun, kenyataannya masih 
adanya masyarakat yang tergolong mampu mendapatkan bantuan tersebut. 
Sehingga dengan kriteria tersebut tentu saja bertentangan dengan kriteria menurut 
standar BPS.  
Mekanisme pembagian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Desa 
Tegaldowo khususnya di Dusun Gempolan, dilakukan dengan prosedur e-warong 
                                                                                                                                                                     
26
 Kasiyem, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2019, jam 10.10-10.30 
WIB. 
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yaitu e-warong dengan nama e-warong Ibu Erna yang dipilih oleh Bank Penyalur 
yang bekerjasama dengan aparat desa  untuk dijadikan e-warong yaitu sebagai 
tempat  penarikan atau pembelian bantuan sosial. Pembelian barang dilaksanakan 
setelah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Bantuan Pangan Nontunai 
(BPNT) senilai Rp 110.000.00, dimana bantuan tersebut tidak dapat diambil secara 
tunai, dan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan yang telah 
ditentukan yaitu seperti beras dan telur.  
Dengan demikian dalam praktik distribusi Bantuan Pangan Nontunai yang 
kurang tepat sasaran di Dusun Gempolan RT.17 dimana masih adanya masyarakat 
mampu mendapatkan bantuan tersebut, sehingga tidak sesuai dengan pedoman 
penyaluran Bantuan Pangan Nontunai dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 
Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.  
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BAB IV 
ANALISIS PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI (BPNT) 
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 
 
A. Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum 
Positif Pada Masyarakat Dusun Gempolan RT.17  
Bantuan Pangan Nontunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan 
secara nontunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap 
bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk 
membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau E-warong yang telah 
bekerja sama dengan Bank Penyalur. Penyaluran bantuan pangan nontunai bagi 
kelompok masyarakat miskin, tidak mampu, atau  rentan terhadap risiko sosial 
bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan penanggulangan 
kemiskinan.1  
Tujuan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) bagi masyarakat 
berpendapatan rendah adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga 
sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan seperti beras dan telur. 
Sasaran program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) bagi masyarakat 
                                                          
1
 Pedoman Umum (Pedum) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), 2016, BAB I Ketentuan 
Umum, hlm. 3. 
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berpendapatan rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan beras dan telur melalui 
penyaluran bantuan pangan nontunai dengan alokasi bantuan sebanyak Rp 
110.000,00/bulan setiap Keluarga Penerima Manfaat.2  
Mekanisme pembagian atau penyaluran bantuan pangan nontunai di Dusun 
Gempolan tidak hanya didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 
saja, namun masih adanya masyarakat yang tergolong mampu masih mendapatkan 
Bantuan Pangan Nontunai tersebut.  
Pembagian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dengan sistem kurang tepat 
sasaran menyebabkan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tidak hanya dinikmati 
oleh masyarakat miskin saja, namun masyarakat tidak miskin pun juga ikut 
menikmatinya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pedoman penyaluran Bantuan 
Pangan Nontunai dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 tentang 
penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. Berdasarkan aturan-aturan tersebut sudah 
dijelaskan bahwa setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak menerima 
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sebesar Rp 110.000,00/KPM/bulan. Namun, 
dikarenakan kurang tepatnya sasaran menyebabkan bantuan tersebut 
didistribusikan tidak hanya untuk rumah tangga miskin akan tetapi rumah tangga 
tidak miskin juga mendapatkan bantuan tersebut.  
 
                                                          
2
 Pedoman Umum (Pedum) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), 2016, BAB I Ketentuan 
Umum, hlm. 4.  
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Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pendistribusian kurang 
tepat sasaran di Dusun Gempolan, antara lain :  
1. Kurangnya informasi dan sosialisasi merupakan salah satu faktor yang 
menentukan keberhasilan suatu program. Sosialisasi program Bantuan Pangan 
Nontunai (BPNT) dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat 
terkait seluk-beluk program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yaitu pengertian, 
tujuan, manfaat, sasaran, kriteria dan persyaratan terutama siapa saja yang 
berhak menerima bantuan tersebut, mekanisme penyalurannya, dan berapa 
jumlah bantuan yang diterima masyarakat.  
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, sosialisasi program-
program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) kepada aparat-aparat desa sudah 
dilaksanakan dengan cukup baik. Sosialisasi tersebut berupa rapat-rapat atau 
musyawarah yang diselenggarakan oleh kepala desa di balai Desa Tegaldowo 
yang membahas tentang masalah program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). 
Serta adanya pembinaan bagi petugas program Bantuan Pangan Nontunai 
(BPNT) untuk setiap desa yang diselenggarakan oleh camat di kantor 
kecamatan.  
Berdasarakan hasil wawancara dengan masyarakat, dapat diketahui 
bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara mendetail terkait 
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Masyarakat desa hanya mengetahui bahwa 
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) merupakan bantuan pangan berupa beras 
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dan telur yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat juga tidak 
mengetahui besaraan manfaat dari telur dan beras yang mereka dapatkan, 
karena beras dan telur yang mereka terima tidak menentu setiap bulannya.   
2. Sulitnya menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bahwa sangat sulit 
menentukan rumah tangga yang benar-benar miskin atau tidak mampu. Apabila 
kriteria yang digunakan untuk menentukan rumah tangga miskin adalah kriteria 
yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka hanya akan ada 
sedikit rumah tangga yang memenuhi semua kriteria tersebut. Kriteria miskin 
menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu antara lain:  
a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang.  
b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 
c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas 
rendah/tembok tanpa diplester. 
d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah 
tangga lain. 
e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 
f.  Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air 
hujan. 
g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak 
tanah. 
h. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu. 
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i.   Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 
j.   Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari. 
k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik. 
l.   Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 
500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau 
pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,00 perbulan. 
m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ 
tamat SD. 
n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 
500.000,00 seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal 
motor, atau barang modal lainnya.3  
Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin. Namun, 
pada kenyataannya sudah jarang sekali masyarakat Dusun Gempolan yang 
ditemukan memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan Badan Pusat 
Statistik (BPS). Misalnya adanya keluarga yang belum mempunyai rumah yang 
layak huni namun mempunyai tanah persawahan bahkan hampir semua anggota 
keluarga tersebut telah memiliki kendaraan bermotor yang nilainnya jelas lebih 
dari Rp.1.000.000,00, jenis lantai tempat tinggal hampir semua anggota kelurga 
terbuat dari tegel atau kramik, sumber penerangan rumah tangga semua 
                                                          
3
Muhammad Rudi, dkk, 14 Kriteria Miskin Menurut Standar BPS, 
https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-
miskin-menurut-standar-bps/index.html, diunduh tanggal  07 Agustus 2019.jam 20.00 WIB.  
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menggunakn listrik, semua memiliki fasilitas buang air besar, bahan bakar 
untuk memasak hampir semua anggota keluarga menggunakan kompor gas,  
memiliki kulkas dan TV. Oleh karena itu, aparat desa menjadi kesulitan untuk 
menentukan rumah tangga mana yang benar-benar berhak menerima Bantuan 
Pangan Nontunai (BPNT), sehingga aparat desa membuat ketentuan bahwa 
kriteria miskin yaitu pendapatannya dibawah Rp. 1.000.000,00 setiap bulannya, 
sehingga dengan aturan tersebut maka hal ini tentu bertentanggan dengan 
kriteria miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS).   
 
B. Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum 
Islam Pada Masyarakat Dusun Gempolan RT.17  
Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem 
ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal penditribusian harus didasarkan 
pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. 4  Kebebasan di sini adalah 
kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti 
pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan 
manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi 
sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang 
dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu 
masyarakat dengan masyarakat lainnya.  
                                                          
4
Anita Rahmawaty, “Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan 
Melalui Keadilan Distributif”, Jurnal, Vol. 1 Nomor 1, Juni 2013, hlm.7-8.  
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Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan 
dalam Al-Qur‟an (QS. Al-Hasyr: 7):5  
 
ٱ َٔ  َٰٗ ًَ
َََٰرٛۡنٱ َٔ  َٰٗ َتُۡشمۡنٱ ِِ٘زن َٔ  ِلُٕس َّشِهن َٔ  ِّ َّ ِهَهف َٰٖ َُشمۡنٱ ِم ْۡ َأ ٍۡ ِي ِِّۦنُٕسَس َٰٗ َهَع ُ َّللَّٱ َءََٰٓاَفأ َٰٓا َّي َلَ ۡٙ َك ِمِٛث َّسنٱ ٍِ ۡتٱ َٔ  ٍِ ِٛك ََٰس ًَ ۡن
 َٚ َٔ  
ۡۚ
ْإَُٓرََٱف ُّ ُۡ َع ۡىُك ََٰىَٓ  اَي َٔ  ُُِٔزَُخف ُلُٕس َّشنٱ ُىُك ََٰىذاَء َٰٓاَي َٔ  ۡۚۡىُكُِي ِءََٰٓاَُِٛۡغۡلۡٱ ٍَ ۡٛ َت 
َََۢحنُٔد ٌَ ُٕك ِبَامِعۡنٱ ُذِٚذَش َ َّللَّٱ ٌَّ ِإ َِۖ َّللَّٱ ْإُمَّذٱ
٢  
Artinya:” Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 
Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah 
untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 
orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 
maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” 
 
Agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang 
kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan 
masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi 
Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan 
langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan 
kepada masyarakat yang lemah. 
Selain itu, sendi kebebasan sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan 
akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. 
Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa 
tanggungjawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka 
moral Islam setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, 
                                                          
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan ..., hlm.547. 
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mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri, keluarga atau kerabat. 
Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan 
mengalokasikan pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu keseimbangan 
ekonomi masyarakat. 
Sehingga untuk mencapai kesejahteraan di masyarakat, maka diperlukan 
kebijakan distribusi secara adil dan merata. Pemerintah dituntut untuk dapat 
mencukupi kebutuhan masyarakatnya, baik dasar/ primer, sekunder, maupun 
tersier.
6
  
Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam 
mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Negara wajib 
bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun 
individu dengan memaksimalkan pemanfaatan atas sumber daya yang tersedia. 
Karena itu, negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas 
ekonomi, pembangunan sosial ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang merata dan 
lain sebagainya. Negara juga bertanggung jawab atas manajemen kepemilikan 
publik yang pemanfaatannya diarahkan untuk seluruh anggota masyarakat.7  
Dalam pengelolaan sumber daya, negara harus mampu mendistribusikan 
sumber daya yang ada dengan baik. Artinya, kesempatan tidak hanya diberikan 
                                                          
6
 Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam”, 
Jurnal Hukum Islam, Vol. 14 Nomor 2, Desember 2016, hlm.75. 
7
Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta:PT 
Rajagrafindo Persada, 2014),  hlm. 138-139. 
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kepada sekelompok tertentu saja. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam 
kesempatan kerja, pemerataan kesejahteraan dan pemanfaatan lahan yang menjadi 
hak publik, pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin, menjaga 
keseimbangan sosial dan investasi yang adil dan merata.8  
Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam mengatur 
pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah diberikan kewenangan mengatur 
pendapatan negara melalui penarikan pajak pendapatan BUMN dan sebagainya. Di 
samping itu, pemerintah juga diberikan kewenangan untuk membelanjakan 
anggaran untuk kepentingan bangsa dan negara misalnya, pemberian subsidi, 
pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Semua keistimewaan tersebut 
harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara. Kebijakan 
ekonomi politik diarahkan untuk melayani kepentingan individu dan umum 
sekaligus. Model ini menfokuskan kepada keseimbangan, dan harmonisasi kedua 
kepentingan tersebut. Kebijakan politik ekonomi Islam juga melayani 
kesejahteraan materil dan kebutuhan spiritual. Aspek ekonomi politik Islam yang 
dilakukan oleh para penguasa adalah dalam rangka mengurus dan melayani umat.9 
Seperti yang dinyatakan dalam kaidah fiqh10 
 ِحََحهْص ًَ نِات طُٕي حٛعس َٗهَع ِواَيِلۡا فَشَْصذ 
                                                          
8
 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan ...., hlm. 139.  
9
 Ibid..., hlm. 139. 
10
 Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar as-Suyuti, Asybah wa a Nazair fi al 
Furu’, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 83.  
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Tindakan seorang penguasa terhadap rakyatnya harus senantiasa 
mengacu kepada kemaslahatan 
 
Praktik pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai di Dusun Gempolan 
belum didistribusikan sesuai dengan pedoman penyaluran Bantuan Pangan 
Nontunai dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 tentang 
Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai yaitu masih adanya masyarakat yang 
mampu mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga dengan kurang tepat sasaran 
tersebut masyarakat merasa adanya ketidakadilan dalam proses pendistribusian 
BPNT sehingga dengan hal ini menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial dalam 
masyarakat. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil aau 
menegakkan keadilan pada setiap perbuatan yang dilakukan, sebagaimana firman 
Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa ayat 58:11 
 
 ْإ ًُ ُكَۡحذ ٌَأ ِطاَُّنٱ ٍَ ۡٛ َت ُىر ًۡ َكَح اَِرإ َٔ  َآِه ْۡ َأ َٰٓ َٰٗ َِنإ ِد ََُٰ َََٰيۡلۡٱ ْأ ُّدَُؤذ ٌَأ ۡىُكُشُيَۡأٚ َ َّللَّٱ ٌَّ ِإ۞ٱ ٌَّ ِإ ِۡۚلۡذَعۡنِٱت َٓۗۦٰٓ ِّ ِت ىُُكظَِعٚ ا ًَّ ِِعَ َ َّللَّ
 اٗشَِٛصت ا ََۢعٛ ًِ َس ٌَ اَك َ َّللَّٱ ٌَّ ِإ٨٥  
Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 
 
  
Konsep keadilan dalam pemerintahan dapat dilihat dalam surat An-Nisa 
ayat 58 kata amanat dalam ayat tersebut terdiri atas segala bentuk amanah yang 
harusnya dilaksanakan seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan dan 
                                                          
11
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan ..., hlm.88. 
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dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka, 
tetapi harus sesuai dengan perintah Allah SWT.  
Dilihat dari esensi program Bantuan Pangan Nontunai tersebut yaitu untuk 
mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan 
pangan dan penanggulangan kemiskinan yaitu masyarakat miskin dalam bentuk 
Bantuan Pangan Nontunai, dimana bantuan tersebut tidak dapat diambil secara 
tunai melainkan diambil dalam bentuk beras dan telur. Jumlah besaran manfaatnya 
yaitu 7 butir telur sedangkan berasnya tidak menentu disesuaikan dengan harga 
pasaran. 
Berdasarkan surat An-Nisa ayat 58 di atas dapat diketahui bahwa salah satu 
prinsip dalam melakukan segala kegiataan ekonomi menurut hukum Islam adalah 
prinsip keadilan. Berdasarkan prinsip tersebut, bahwa segala kegiataan ekonomi 
yang terdapat unsur ketidakadilan dilarang untuk dilakukan. Oleh karena itu, 
berdasarkan uraian di atas praktik distribusi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di 
Dusun Gempolan RT.17 tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak sesuai 
dengan prinsip keadilan. Dimana masih adanya masyarakat yang tergolong mampu 
mendapatkan bantuan tersebut. Kriteria miskin di Dusun Gempolan sendiri yaitu 
pendapatannya kurang dari Rp 1.000.000,00 setiap bulannya, sehingga dengan 
kriteria tersebut tentu saja tidak sesuai dengan kriteria miskin menurut standar 
Badan Pusat Statistik (BPS).  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis dan pembahasaan pada bab sebelumnya atas 
permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Maka peneliti 
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang kurang tepat sasaran 
kepada masyarakat Dusun Gempolan, dimana masih adanya masyarakat yang 
mampu mendapatkan bantuan tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan 
Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Peraturan Menteri 
Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. 
Namun, di Dusun Gempolan aturan tersebut diabaikan karena disebabkan oleh 
berbagai faktor alasan dan pertimbangan antara lain; kurangnya informasi dan 
sosialisasi yang diterima masyarakat tentang Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), 
sulitnya untuk menentukan rumah tangga yang benar-benar miskin atau tidak 
mampu sehingga aparat desa membuat aturan bahwa kriteria miskin yaitu 
pendapatannya kurang dari Rp 1.000.000,00 setiap bulannya kriteria ini tentu 
tidak sesuai dengan kriteria menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS).   
2. Pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai yang kurang tepat sasaran di Dusun 
Gempolan sehingga tidak sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam. 
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Alasannya dapat dilihat dari aspek ketidakadilan bahwa masyarakat miskin 
adalah masyarakat yang berhak menerima Bantuan Pangan Nontunai dari 
pemerintah namun, dalam kenyataannya masih ada sebagian dari masyarakat 
yang tidak miskin juga mendapatkan bantuan tersebut, dari aspek distribusi 
bahwa distribusi Bantuan Pangan Nontunai tersebut telah melanggar prinsip 
keadilan disebabkan Bantuan Pangan Nontunai tidak hanya diberikan kepada 
masyarakat yang seharusnya menerimanya secara semestinya sesuai dengan 
aturan yang berlaku, namun masih ada sebagian masyarakat yang tergolong 
tidak miskin mendapatkan bantuan tersebut. Pembagian Bantuan Pangan 
Nontunai yang kurang tepat sasaran menyebabkan timbulnya  kecemburuan 
sosial dalam masyarakat. Apabila terjadi ketidak merataan distribusi kekayaan, 
maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial dalam 
masyarakat.  
 
B. Saran  
Adapun saran-saran yang dianjurkan peneliti pada permasalahan yang 
disajikan dalam penyusunan skripsi ini yaitu:  
1. Hendaknya semua masyarakat Dusun Gempolan RT.17 dikumpulkan untuk 
sosialisasi dan diberikan informasi secara lebih mendetail tentang program 
Bantuan Pangan Nontunai agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penerimaan 
informasi terkait Bantuan Pangan Nontunai. 
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2. Sebaiknya aparat desa meminta daftar nama-nama Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) yang terdaftar secara resmi sebagai penerima Bantuan Pangan Nontunai 
agar dapat diketahui apakah nama-nama tersebut masih termasuk masyarakat 
miskin atau tidak sehingga aparat desa dapat menentukan apakah rumah tangga 
tersebut masih berhak menerima ataukah harus diganti dengan rumah tangga 
lain atau perlu adanya survei terhadap masyarakat sehingga bantuan tersebut 
tepat sasaran yaitu hanya diberika kepada keluarga miskin saja. Sehingga 
dengan demikian tidak adanya kecemburuan sosial dalam masyarakat.  
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09.00 WIB. 
Sumiyem, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2019, jam 09. 40-
10.00 WIB. 
Tarini, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2019, jam 09.40-10.10 
WIB. 
  
 
 
Tumini, Warga Penerima BPNT, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2019, jam 14.10-14.30 
WIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Lampiran 1 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
 
Pertanyaan untuk Petugas Penyalur Bantuan Pangan Nontunai (Bapak 
Mujiyanto selaku Bapak Bayan sekaligus yang bertanggungjawab dalam proses 
pendistribusian):  
1. Apa itu Bantuan Pangan Nontunai? 
2. Apa tujuan Program Bantuan Pangan Nontunai? 
3. Siapa yang berhak menerima Bantuan Pangan Nontunai? 
4. Berapa Besaran Manfaat Bantuan Pangan Nontunai yang dapat diperoleh Penerima 
Manfaat? 
5. Setiap kapan waktu datangnya? 
6. Bagaimana proses pelaksanaan pengambilan BPNT sampai ketangan warga? 
7. Dimana tempat KPM bisa memanfaatkan Bantuan Pangan Nontunai? 
8.  Apakah Bantuan Pangan dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai? 
 
Pertanyaan untuk masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Nontunai: 
1. Apakah warga menerima Bantuan Pangan Nontunai? 
2. Berapa banyak Bantuan yang diperoleh warga? 
3. Berupa apa saja bantuan yang diperoleh warga? 
4. Kapan warga mendapatkan Bantuan Pangan Nontunai? 
5. Apakah Bantuan pangan Nontunai dapat diambil warga dalam bentuk uang tunai? 
  
 
 
6. Apa pekerjaan warga penerima bantuan? 
7. Berapa penghasilan warga penerima bantuan setiap bulannya? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Lampiran 2  
 
DOKUMENTASI PROSES PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PANGAN 
NONTUNAI (BPNT) SAMPAI KE TANGAN WARGA  
  
 
Antrian warga yang mengambil Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) 
 
Sebelum mengambil bantuan warga absen dan tandatangan terlebih dahulu 
  
 
 
 
Petugas menyerahkan bantuan berupa beras dan telur kepada warga 
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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR   11  TAHUN  2018 
TENTANG 
PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang  : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, 
negara melaksanakan penanganan fakir miskin dengan 
melakukan penyaluran bantuan sosial pangan; 
b. bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial 
pangan yang efektif, tepat sasaran, dan mendorong 
keuangan inklusif, perlu melaksanakan penyaluran 
bantuan sosial pangan secara nontunai yang transparan 
dan akuntabel; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan 
Pangan Nontunai; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967); 
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
5294); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui 
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 86); 
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang 
Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156); 
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);  
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 
tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian 
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
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Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang 
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian 
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 2147); 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN 
BANTUAN PANGAN NONTUNAI. 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang, atau jasa 
kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat 
miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko 
sosial. 
2. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya 
disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau 
pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank 
Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/ 
pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial 
bersama bank penyalur. 
3. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat 
KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima 
Bantuan Sosial. 
4. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat 
BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara  
nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM 
setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya 
digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah 
ditentukan. 
5. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat 
dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial 
yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial 
atau KPM BPNT secara nontunai. 
 
 
- 4 - 
6. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang 
memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat 
digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan 
Sosial, termasuk kartu keluarga sejahtera. 
7. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah 
data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh 
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan 
divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah 
berkoordinasi dengan pemerintah daerah. 
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang sosial. 
 
Pasal 2 
(1) BPNT bertujuan untuk: 
a. mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui 
pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; 
b. memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang 
lebih seimbang kepada KPM BPNT; 
c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, 
tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat 
harga, dan tepat administrasi; dan 
d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali 
kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan 
pangan. 
(2) Manfaat BPNT untuk: 
a. meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM 
BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan 
sosial dan penanggulangan kemiskinan; 
b. meningkatnya transaksi nontunai;  
c. meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan 
keuangan dan perbankan;  
d. meningkatnya efisiensi penyaluran Bantuan Sosial; 
dan 
e. meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, 
terutama usaha mikro dan kecil di bidang 
perdagangan. 
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BAB II 
KRITERIA DAN PERSYARATAN 
 
Pasal 3 
BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria: 
a. tersambung dengan jaringan internet; dan 
b. terdapat e-warong. 
 
Pasal 4 
E-warong sebagai penyalur BPNT dibentuk sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 5 
(1) Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang 
tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan 
Fakir Miskin. 
(2) KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diutamakan berasal dari peserta program keluarga 
harapan. 
 
BAB III 
MEKANISME PENYALURAN BPNT 
 
Bagian Kesatu 
Umum 
 
Pasal  6 
Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT pada akhir 
tahun untuk digunakan dalam tahun anggaran berikutnya. 
 
Pasal 7 
Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan 
wilayah kerja menetapkan data KPM BNPT berupa nama, 
alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan jumlah dan lokasi 
yang ditetapkan oleh Menteri. 
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Pasal 8 
Data KPM BPNT yang telah ditetapkan oleh direktur yang 
menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja 
diserahkan kepada Bank Penyalur melalui sistem informasi 
kesejahteraan sosial. 
 
Pasal 9 
Mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui tahapan: 
a. registrasi dan/atau pembukaan rekening;  
b. edukasi dan sosialisasi; 
c. penyaluran; dan 
d. pembelian barang. 
 
Bagian Kedua 
Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening 
 
Paragraf 1 
Umum 
 
Pasal 10 
(1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi 
pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, 
aktivasi, dan distribusi Kartu Kombo. 
(2) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Bank Penyalur berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal 
Penanganan Fakir Miskin. 
 
Pasal 11 
(1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 harus diselesaikan paling 
lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah data KPM 
BPNT diterima oleh Bank Penyalur.  
(2) Dalam hal KPM BPNT telah memiliki rekening untuk 
Bantuan Sosial, KPM BPNT harus menggunakan rekening 
Bantuan Sosial yang ada untuk menerima BPNT. 
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(3) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melakukan pencetakan Kartu Kombo kepada KPM BPNT 
setelah registrasi atau pembukaan rekening.  
 
Pasal 12 
(1) Sebelum melakukan registrasi dan/atau pembukaan 
rekening KPM BPNT Bank Penyalur melakukan 
koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah 
dan lokasi KPM BPNT yang ditetapkan oleh Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 
(2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertugas mengidentifikasi dan mempersiapkan pedagang 
dan agen untuk dapat menjadi e-warong penyalur BPNT. 
 
Paragraf 2 
Koordinasi 
 
Pasal 13 
Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan 
dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah 
daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait untuk 
mempersiapkan pelaksanaan penyaluran BPNT. 
 
Paragraf 3 
Persiapan E-Warong 
 
Pasal 14 
(1) Persiapan e-warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 dilakukan setelah mengetahui jumlah calon KPM 
BPNT di setiap lokasi penyaluran berdasarkan penetapan 
penerima BPNT. 
(2) Jumlah KPM BPNT yang dilayani oleh e-warong 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 250 
(dua ratus lima puluh) KPM BPNT. 
 
 
 
 
 
- 8 - 
Bagian Ketiga 
Edukasi dan Sosialisasi 
 
Pasal 15 
(1) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur, 
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan 
pemerintah daerah. 
(2) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah registrasi dan 
pembukaan rekening. 
(3) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan kepada KPM BPNT, pendamping sosial 
Bantuan Sosial pangan, dan aparat pemerintah daerah. 
(4) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibantu oleh pendamping sosial Bantuan Sosial 
pangan.  
(5) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan 
distribusi, pengecekan keberadaan KPM BPNT, dan 
aktivasi Kartu Kombo. 
 
Pasal 16 
Materi edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 paling sedikit memuat:  
a. produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening 
KPM BPNT;  
b. manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga; 
c. tata cara penyampaian pengaduan; dan 
d. penggunaan manfaat penyaluran BPNT. 
 
Pasal 17 
(1) Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada: 
a. pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota; 
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b. perangkat kecamatan, desa/ kelurahan/nama lain, 
atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan; dan 
c. KPM BPNT. 
(2) Edukasi dan sosialiasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan melalui media: 
a. tatap muka; 
b. elektronik; 
c. cetak; 
d. sosial; dan/atau 
e. daring. 
 
Pasal 18 
Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada pemerintah 
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a 
dilakukan oleh: 
a. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin; 
b. Bank Penyalur; dan/atau 
c. kementerian/lembaga terkait. 
 
Pasal 19  
Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada perangkat 
kecamatan, desa/ kelurahan/nama lain, atau pendamping 
sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: 
a. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin; 
b. Bank Penyalur; 
c. kementerian/lembaga terkait; 
d. pemerintah daerah provinsi; dan/atau 
e. pemerintah daerah kabupaten/kota.  
 
Pasal 20  
Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada KPM BPNT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c 
dilakukan oleh: 
a. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin; 
b. Bank Penyalur; 
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c. kementerian/lembaga terkait. 
d. pemerintah daerah provinsi; 
e. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau 
f. pendamping sosial Bantuan Sosial pangan. 
 
Bagian Keempat 
Penyaluran 
 
Pasal 21 
(1) Proses penyaluran BPNT sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan 
diberikan tanpa pengenaan biaya. 
(2) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan 
dana dari rekening Direktorat Jenderal Penanganan Fakir 
Miskin di Bank Penyalur kepada rekening e-wallet KPM 
BPNT. 
(3) Pemindahbukuan dana dari rekening Direktorat Jenderal 
Penanganan Fakir Miskin kepada Bank Penyalur kepada 
rekening e-wallet KPM BPNT dilakukan paling lama 30 
(tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas 
Negara ke rekening Direktorat Jenderal Penanganan 
Fakir Miskin di Bank Penyalur. 
(4) Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan. 
 
Pasal 22 
Bank Penyalur menyediakan peralatan dalam pelaksanaan 
penyaluran BPNT di e-warong yang meliputi: 
a. mesin Electronic Data Capture; dan 
b. kertas cetak resi. 
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Bagian Kelima  
Pembelian Barang 
 
Pasal 23 
(1) Pembelian Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf d dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT 
paling sedikit senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu 
rupiah) setiap bulan. 
(2) BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
diambil secara tunai, dan hanya dapat digunakan untuk 
pembelian bahan pangan yang telah ditentukan dengan 
menggunakan Kartu Kombo di e-warong. 
(3) Besaran BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.  
 
Pasal 24 
(1) Pembelian barang oleh KPM BPNT di e-warong 
menggunakan dana rekening e-wallet KPM BPNT. 
(2) Pembelian barang oleh KPM BPNT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk 
pertama kali setelah mendapatkan pemberitahuan dari 
Bank Penyalur.  
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling sedikit berisi informasi mengenai: 
a. pembukaan rekening KPM BPNT; 
b. Personal Identification Number untuk penggunaan 
rekening; 
c. jumlah dana BPNT; 
d. tata cara pembelian bahan pangan menggunakan 
dana dari rekening e-wallet KPM BPNT; dan 
e. informasi mengenai tabungan dalam rekening KPM 
BPNT. 
(4) Pembelian bahan pangan menggunakan dana dari 
rekening e-wallet KPM BPNT dapat dilakukan setiap saat 
sesuai dengan kebutuhan KPM BPNT. 
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Pasal 25 
(1) KPM BPNT dapat mencairkan seluruh atau sebagian 
bantuan yang diterimanya dan sisa BPNT yang tidak 
digunakan tersimpan di rekening e-wallet KPM BPNT. 
(2) KPM BPNT dapat melakukan transaksi di semua e-
warong dan dapat memilih bahan pangan yang 
ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 
(3) KPM BPNT dan e-warong wajib menyimpan semua bukti 
transaksi sebagai pertanggungjawaban. 
 
Pasal 26 
(1) Bank Penyalur membuat dan menyampaikan laporan 
kepada direktur yang menangani pelaksanaan BPNT 
sesuai dengan wilayah kerja. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
data penyaluran BPNT dan penarikan BPNT yang berasal 
dari rekening BPNT sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas:  
a. jumlah KPM BPNT yang telah teregistrasi dan 
mendapatkan rekening e-wallet KPM BPNT dan 
jumlah KPM BPNT yang gagal registrasi beserta 
keterangan penyebab tidak/gagal registrasi; 
b. jumlah dana yang disalurkan ke rekening e-wallet 
KPM BPNT; 
c. jumlah dana yang digunakan oleh KPM BPNT dari 
rekening e-wallet KPM BPNT; 
d. jumlah dana yang tersisa pada rekening e-wallet 
KPM BPNT; dan  
e. jumlah dana yang bermasalah atau tertunda. 
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan 
kebutuhan. 
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan secara tertulis dan melalui sistem informasi 
daring atau dashboard. 
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(6) Dashboard sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga 
dapat diakses publik. 
(7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai 
dengan wilayah kerja dapat memerintahkan kepada Bank 
Penyalur untuk membekukan sementara rekening e-
wallet KPM BPNT dan menyetorkan kembali dana BPNT 
ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang keuangan. 
(8) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 
membuat sistem informasi daring atau dashboard yang 
dapat diakses oleh publik. 
(9) Sistem informasi daring atau dashboard yang dapat 
diakses oleh publik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
memuat informasi secara umum pelaksanaan BPNT di 
wilayah kerja Bank Penyalur.  
 
Pasal 27 
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran 
BPNT diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan 
Fakir Miskin. 
 
BAB IV 
MEKANISME PENGGANTIAN KPM BPNT 
 
Pasal 28 
(1) Penggantian KPM BPNT dapat dilakukan setiap saat 
sepanjang terjadi perubahan data. 
(2) Perubahan data KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan karena pemegang rekening KPM BPNT: 
a. tidak ditemukan keberadaan KPM; 
b. meninggal dunia;  
c. sudah mampu; 
d. menolak menerima bantuan; 
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e. memiliki kepesertaan  ganda; atau 
f. menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan 
aktivasi Kartu Kombo. 
 
Pasal 29 
Mekanisme penggantian KPM BPNT dari pemerintah daerah 
dilakukan dengan ketentuan: 
a. bupati/wali kota menyampaikan usul penggantian KPM 
BPNT kepada Menteri cq. Kepala Pusat Data dan 
Informasi Kesejahteraan Sosial; 
b. data pengganti KPM BPNT dilaporkan oleh bupati/wali 
kota kepada gubernur; 
c. usul penggantian KPM disertai surat pengantar KPM 
BPNT pengganti yang memuat data nama, alamat, dan 
identitas lainnya yang ditentukan melalui sistem 
informasi kesejahteraan sosial; dan 
d. usul penggantian KPM harus bersumber dari Data 
Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. 
 
Pasal 30 
Usulan penggantian KPM BPNT yang diterima oleh Menteri cq. 
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh 
direktur yang menangani pelaksanaan BPNT dilaksanakan 
dengan ketentuan: 
a. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 
menyerahkan data usulan penggantian KPM BPNT yang 
telah diverifikasi kepada direktur yang menangani BPNT 
sesuai dengan wilayah kerja;  
b. direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah 
kerja menetapkan KPM BPNT pengganti; 
c. direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah 
kerja menyampaikan penetapan KPM BPNT pengganti 
kepada Bank Penyalur dengan tembusan kepada 
gubernur dan bupati/wali kota yang mengusulkan;   
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d. direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah 
kerja melaporkan penetapan KPM BPNT pengganti 
kepada Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin; dan 
e. penetapan KPM BPNT pengganti dijadikan dasar untuk 
penyaluran BPNT pada tahap berikutnya. 
 
Pasal 31 
(1) Dalam hal pemegang rekening KPM BPNT meninggal 
dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 
huruf b BPNT tetap dapat diberikan kepada ahli waris 
atau wali KPM BPNT. 
(2) Ahli waris atau wali KPM BPNT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pada saat mengajukan permohonan BPNT 
melengkapi persyaratan surat keterangan kematian dan 
surat keterangan ahli waris dari desa/ kelurahan/nama 
lain.  
(3) Setelah dilakukan penyaluran BPNT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bank Penyalur melakukan 
penutupan rekening atas nama KPM BPNT dan 
digantikan oleh ahli waris atau wali KPM BPNT. 
(4) Penggantian KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme penggantian 
KPM BPNT. 
 
Pasal 32 
(1) Dalam hal KPM BPNT menjadi tenaga kerja Indonesia 
sebelum melakukan aktivasi Kartu Kombo sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f tetap dapat 
diberikan kepada ahli waris atau wali KPM BPNT. 
(2) Ahli waris atau wali KPM BPNT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pada saat mengajukan permohonan BPNT 
melengkapi persyaratan surat keterangan dari kecamatan 
yang menyatakan bahwa KPM BPNT merupakan tenaga 
kerja Indonesia. 
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(3) Setelah dilakukan penyaluran BPNT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bank Penyalur melakukan 
penutupan rekening atas nama KPM BPNT dan 
digantikan oleh ahli waris atau wali KPM BPNT. 
(4) Penggantian KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme penggantian 
KPM BPNT.   
 
BAB V 
TENAGA PELAKSANA BPNT 
 
Pasal 33 
(1) Tenaga pelaksana BPNT terdiri atas: 
a. koordinator wilayah; 
b. koordinator daerah kabupaten/kota; dan 
c. pendamping sosial Bantuan Sosial pangan. 
(2) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan petugas yang berada di pusat dan 
ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal 
Penanganan Fakir Miskin.  
(3) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bertugas mengoordinasikan koordinator daerah 
kabupaten/kota dalam wilayah kerja. 
(4) Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan petugas yang 
berada di daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh 
direktur yang menangani BPNT sesuai dengan wilayah 
kerja.  
(5) Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) bertugas mengoordinasikan 
pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dalam wilayah 
daerah kabupaten/kota. 
(6) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 
a. pendamping sosial program keluarga harapan untuk 
KPM BPNT yang menjadi KPM program keluarga 
harapan; dan 
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b. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau 
pendamping sosial lainnya untuk KPM BPNT non-
KPM program keluarga harapan. 
(7) Pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) bertugas melaksanakan 
pendampingan terhadap KPM BPNT dalam penyaluran 
dan pemanfaatan BPNT. 
 
Pasal 34 
Pendampingan terhadap KPM BPNT dalam penyaluran dan 
pemanfaatan BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (7) meliputi: 
a. melakukan koordinasi dengan dinas sosial daerah 
kabupaten/kota, camat, dan kepala desa/lurah/nama 
lain mengenai pelaksanaan program penyaluran BPNT; 
b. melengkapi data KPM BPNT untuk pembukaan rekening 
bersama dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota dan 
Bank Penyalur; 
c. membantu dinas sosial tingkat daerah kabupaten/kota 
dan kepala desa/lurah/ nama lain membuat jadwal 
distribusi Kartu Kombo; 
d. melakukan edukasi dan sosialisasi penggunaan Kartu 
Kombo dan transaksi nontunai kepada KPM BPNT;  
e. mendampingi KPM BPNT selama proses registrasi, 
aktivasi rekening, dan pencairan dana program 
penyaluran BPNT; dan 
f. melakukan pemantauan pelaksanaan program 
penyaluran BPNT.  
 
BAB VI 
KOORDINASI PELAKSANAAN 
 
Pasal 35 
(1) Koordinasi pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan 
dilakukan oleh tim koordinasi Bantuan Sosial pangan. 
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(2) Program Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas program BPNT dan program 
Bantuan Sosial beras sejahtera. 
(3) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tim koordinasi 
Bantuan Sosial pangan: 
a. pusat; 
b. daerah provinsi; 
c. daerah kabupaten/kota; dan 
d. kecamatan. 
 
Pasal 36 
Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a bertugas 
melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, 
pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, 
penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, 
pemantauan, dan evaluasi. 
 
Pasal 37 
Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a memiliki fungsi 
sebagai berikut: 
a. koordinasi perencanaan dan penganggaran program 
Bantuan Sosial pangan; 
b. koordinasi penetapan pagu program Bantuan Sosial 
pangan dan menyiapkan data calon KPM program 
Bantuan Sosial pangan serta mendistribusikan kepada 
daerah; 
c. fasilitasi lintaspelaku dan sosialisasi program Bantuan 
Sosial pangan kepada tim koordinasi Bantuan Sosial 
pangan di tingkat daerah provinsi, tim koordinasi 
Bantuan Sosial pangan di tingkat daerah 
kabupaten/kota, pendamping BPNT, camat, dan kepala 
desa/lurah/nama lain; 
d. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim 
koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi; 
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e. memastikan Bank Penyalur menyediakan e-warong 
sesuai dengan rasio 1:250 (satu banding dua ratus lima 
puluh) KPM BPNT; 
f. melakukan koordinasi dengan sekretariat tim pengendali 
pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara 
nontunai,  Bank Penyalur atau penyedia dan penyalur  
Bantuan Sosial beras sejahtera, tim koordinasi Bantuan 
Sosial pangan tingkat daerah provinsi, tim koordinasi 
Bantuan Sosial pangan tingkat daerah kabupaten/kota, 
dan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, dalam 
pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan; dan 
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan 
Sosial pangan di daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota. 
 
Pasal 38 
Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh 
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan 
kebudayaan. 
 
Pasal 39 
(1) Program  Bantuan Sosial pangan dilaksanakan oleh 
direktorat yang menangani program  Bantuan Sosial 
pangan sesuai dengan wilayah kerja pada Kementerian 
Sosial. 
(2) Pelaksana program  Bantuan Sosial pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan. 
 
Pasal 40 
Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b 
bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, 
sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, 
menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat, serta 
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melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Bantuan Sosial 
pangan Pusat. 
 
Pasal 41 
Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b 
memiliki fungsi sebagai berikut: 
a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung 
pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di daerah 
provinsi; 
b. fasilitasi lintaspelaku dan sosialisasi program Bantuan 
Sosial pangan; 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan 
Sosial pangan di daerah kabupaten/kota; 
d. pengelolaan dan penanganan pengaduan program 
Bantuan Sosial pangan di daerah provinsi; 
e. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim 
koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah 
kabupaten/kota; dan 
f. pelaporan pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan 
ditujukan kepada menteri koordinator yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pembangunan manusia dan kebudayaan, Menteri, 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan               
di bidang dalam negeri, dan tim koordinasi Bantuan 
Sosial pangan pusat. 
 
Pasal 42 
(1) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b 
ditetapkan oleh gubernur. 
(2) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur: 
a. penanggung jawab;  
b. ketua merangkap anggota;  
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c. sekretaris merangkap anggota; dan 
d. anggota.  
(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dijabat oleh gubernur. 
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dijabat oleh sekretaris daerah provinsi. 
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
dijabat oleh kepala dinas sosial daerah provinsi. 
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
dapat berasal dari unsur: 
a. sekretariat daerah provinsi; 
b. badan perencanaan pembangunan daerah 
provinsi/sekretariat tim koordinasi penanggulangan 
kemiskinan daerah provinsi; 
c. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau 
d. lembaga lain sesuai dengan kebutuhan daerah. 
 
Pasal 43 
Tim koordinasi Bantuan Sosial daerah pangan 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 
(3) huruf c bertugas melakukan koordinasi perencanaan, 
anggaran, penggantian KPM program  Bantuan Sosial pangan, 
sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan 
evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya 
kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi 
dan pusat. 
 
Pasal 44 
Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 
(3) huruf c memiliki fungsi sebagai berikut: 
a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung 
pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di daerah 
kabupaten/kota dengan aparatur setempat; 
b. pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan 
Sosial pangan dengan mengoordinasikan Bank Penyalur 
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atau penyedia dan penyalur  Bantuan Sosial beras 
sejahtera, dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan 
pusat serta melaporkan kepada tim koordinasi Bantuan 
Sosial pangan daerah provinsi; 
c. menyediakan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan 
dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran 
proses sosialisasi dan pelaksanaan penyaluran BPNT;  
d. melakukan sosialisasi program Bantuan Sosial pangan 
kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, 
pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan 
kepala desa/lurah/nama lain; 
e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT 
dengan Bank Penyalur; 
f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di 
kecamatan dan desa/ kelurahan/nama lain; 
g. menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten/kota; 
h. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan 
fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan 
dan perangkat desa/kelurahan/nama lain; dan 
i. melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi 
Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim 
koordinasi Bantuan Sosial pangan Pusat.  
 
Pasal 45 
(1) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
ayat (3) huruf c ditetapkan oleh bupati/wali kota. 
(2) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki struktur: 
a. penanggung jawab;  
b. ketua merangkap anggota;  
c. sekretaris merangkap anggota; dan 
d. anggota.  
(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dijabat oleh bupati/wali kota. 
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(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota. 
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
dijabat oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota. 
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
dapat berasal dari unsur: 
a. sekretariat daerah kabupaten/kota; 
b. badan perencanaan pembangunan daerah 
kabupaten/kota atau sekretariat tim koordinasi 
penanggulangan kemiskinan daerah 
kabupaten/kota;  
c. dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan/atau 
d. lembaga lain sesuai dengan kebutuhan daerah. 
 
Pasal 46 
Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d 
bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, 
sosialisasi, pengaduan, pemantauan dan evaluasi program 
BPNT di kecamatan, serta melaporkan hasilnya kepada tim 
koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota. 
 
Pasal 47 
Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d 
memiliki fungsi sebagai berikut: 
a. mengoordinasikan pelaksanaan program  Bantuan Sosial 
pangan di wilayah kecamatan; 
b. menyosialisasikan program  Bantuan Sosial pangan di 
wilayah kecamatan; 
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program  
Bantuan Sosial pangan di desa/ kelurahan/nama lain; 
d. melakukan pembinaan terhadap perangkat 
desa/kelurahan/nama lain terkait program  Bantuan 
Sosial pangan; dan 
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e. melaporkan pelaksanaan program  Bantuan Sosial 
pangan pada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan 
daerah kabupaten/kota. 
 
Pasal 48 
(1) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d 
ditetapkan oleh camat. 
(2) Tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur: 
a. penanggung jawab;  
b. ketua merangkap anggota;  
c. sekretaris merangkap anggota; dan 
d. anggota.  
(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dijabat oleh camat. 
(4) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b sampai dengan  huruf d ditetapkan 
oleh camat. 
(5) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dapat berasal dari unsur: 
a. sekretariat kecamatan; 
b. seksi kesejahteraan sosial;  
c. kepala desa/lurah/nama lain; dan/atau 
d. unsur lain sesuai dengan kebutuhan. 
 
BAB VII 
PEMBIAYAAN 
 
Pasal 49 
Sumber pembiayaan Bantuan Sosial BPNT berasal dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 
 
Pasal 50 
Sumber pembiayaan pelaksanaan BPNT berasal dari: 
a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;  
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 
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c. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat. 
 
BAB VIII 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
 
Pasal 51 
(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak 
terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan 
dan kegiatan BPNT. 
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk mengetahui dan memastikan 
pelaksanaan BPNT sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun atau sesuai dengan kebutuhan. 
 
Pasal 52 
(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak 
terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan 
kegiatan BPNT. 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaan BPNT. 
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
pada setiap akhir tahun anggaran. 
 
Pasal 53 
(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan 
kewenangannya melakukan evaluasi kebijakan dan 
program BPNT yang dilakukan secara berkala. 
(2) Hasil evaluasi kebijakan dan program BPNT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan 
tahun berikutnya guna perbaikan program. 
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 54 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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